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ABSTRAK
Nama : Muh. Akbar Amin
Nim : 10800113173
Judul : Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN Terhadap
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Gender Sebagai Variabel
Moderasi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Makassar Selatan)
Penelitian ini untuk menguji pengaruh penerapan E-Faktur dan E-SPT
terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Gender sebagai variabel
moderating. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Pengambilan sampel pada
penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling atau pengambilan sampel
mudah. Sampel pada penelitian adalah Pengusaha Kena Pajak yang datang ke Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, adapun jumlah sampel pada penelitian
ini berjumlah 87 Pengusaha Kena pajak.
Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer yang
diperoleh menggunakan metode survei yaitu penyebaran kuesioner secara langsung
kepada responden. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan
analisis regresi moderasi dengan pendekatan  uji interaksi. Analisis regresi linear
berganda untuk hipotesis E-Faktur dan E-SPT. Analisis regresi moderasi dengan
pendekatan uji interaksi untuk hipotesis E-Faktur dan E-SPT yang dimoderasi oleh
Gender.
Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi linear berganda
menunjukkan bahwa E-Faktur dan E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan pengusaha kena pajak. Sedangkan hasil analisis menggunakan regresi
dengan pendekatan uji interaksi menunjukkan bahwa gender mampu memperkuat
hubungan E-Faktur dan E-SPT terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.





Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang berupa uang (bukan
barang) berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal
atau kontraprestasi dari negara serta digunakan untuk membiayai rumah tangga
negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas
(Mardiasmo, 2016 : 3). Upaya pencapaian target pendapatan negara dalam hal ini
lembaga yang ditunjuk yaitu Direktorat Jenderal pajak (DJP) dibawah naungan
Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama
(KPP). Pajak yang berhubungan dengan konsumsi masyarakat yaitu pajak
pertambahan nilai (PPN). PPN dikenakan secara tidak langsung atas konsumsi dalam
negeri. Masyarakat yang mengonsumsi barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak,
maka secara tidak langsung telah membayar pajaknya kepada negara, karena PPN
sudah termasuk dalam harga pembelian barang tersebut (Ferdiawan dkk, 2015).
Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun diharapkan senantiasa dapat
mengalami peningkatan. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-
perbaikan dan perubahan mendorong Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk
melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan
perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak
dapat dipungut secara optimal (Suhartanto & Morasa, 2015). Sebagaimana firman
Allah SWT dalam QS Al-Baqarah/2 : 267.
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                             
                        
            
Terjemahannya:
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi
untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu
menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya,
melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah
bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. 02 : 267)
Berdasarkan ayat diatas Allah SWT telah menganjurkan menafkahkan
sebagian dari hasil usaha yang telah diperoleh. Menafkahkan dalam hal kehidupan
sosial atau bernegara sebagai mana warga negara yang mengeluarkan sebagian
hartanya dengan membayar pajak dari hasil usaha yang diperoleh untuk kepentingan
masyarakat luas dan negara. Menurut Kader dkk (2015), Target penerimaan pajak
dapat tercapai, apabila didukung oleh fasilitas pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam
membayar kewajibannya.
Pelaporan perhitungan dan/atau pembayaran pajak oleh wajib pajak
dilaporkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak
dalam melakukan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari kebenaran dan
ketepatan waktu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak.
Menurut Suhartanto & Morasa (2015), Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT
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Tahunan atau mengalami keterlambatan dalam penyampaian SPT Tahunan
disebabkan antara lain, pertama kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang tata cara
penyampaian SPT Tahunan, kedua masih kurangnya sosialisasi dari KPP kepada
wajib pajak tentang SPT Tahunan, ketiga jarak wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak
yang mungkin berjauhan dengan Kantor Pelayanan Pajak itu sendiri. Sementara itu,
pelaporan SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi pengusaha
kena pajak yang melakukan transaksi cukup besar, karena harus melampirkan
dokumen (hardcopy) dalam jumlah yang cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak
(KPP). Sedangkan proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga
pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu
dapat terjadi kesalahan dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus
(Aryani, 2017). Hal ini menyebabkan target penerimaan pajak mengalami kendala
dalam pencapaian target.
Salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan pajak sulit tercapai yaitu
kepatuhan wajib pajak yang rendah itu dibuktikan karena masyarakat selaku wajib
pajak lupa, atau bahkan mungkin mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak
sehingga mengakibatkan kerugian negara (Angraini dkk., 2017). Mengingat
kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan
penerimaan pajak, maka perlu dikaji secara intensif tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib
pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada
wajib pajak (Komala dkk, 2014). Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang
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bertanggung jawab terhadap penerimaan pajak telah melakukan reformasi birokrasi
melalui modernisasi pembenahan sistem administrasi perpajakan. Reformasi
perpajakan menjadi landasan terciptanya administrasi perpajakan yang modern,
efisien dan dipercaya oleh masyarakat. Salah satu bentuk dari hasil reformasi
perpajakan yaitu sistem yang berbasis elektronik, seperti e-registration, e-SPT, dan
sistem berbasis elektronik lainnya (Fida & Widyaningsih, 2017).
Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk
peningkatan kualitas layanan perpajakan salah satunya dengan dikembangkannya
pelaporan pajak dengan menggunakan elektronik pajak seperti e-SPT (Elektronik
Surat Pemberitahuan Pajak). Penerapan e-SPT tidak terlepas dari berbagai perilaku
pemikiran wajib pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak
badan, adapun analisis perilaku wajib pajak terkait dengan penerapan e-SPT dapat
dilihat dari manfaat kegunaan sistem, persepsi kemudahan kegunaan, dan kondisi
yang memfasilitasi (Sari dkk, 2014). Penerapan sistem administrasi perpajakan
modern berbasis teknologi informasi berupa sistem administrasi pembayaran pajak
dengan Modul Penerimaan Negara dan sistem administrasi pelaporan SPT dengan e-
SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Napitupulu,
2014).  Penelitian yang dilakukan oleh Aryani (2017) menyimpulkan bahwa adanya
e-SPT, pelaporan SPT-Masa PPN menjadi lebih cepat, akurat serta dapat menghemat
biaya dan waktu. Sedangkan bagi aparat pajak, teknologi e-SPT ini mampu
memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-
dokumen wajib pajak telah dilakukan dalam bentuk digital.
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Sistem mutu dan layanan kualitas menjadi faktor penting yang mempengaruhi
pengguna untuk menggunakan sistem layanan perpajakan online seperti e-filling, e-
SPT. Kualitas tersebut meliputi aspek visibilitas dan keamanan pengguna (Andriani
dkk., 2017). Persepsi yang baik terhadap efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas
layanan mempengaruhi kemauan membayar pajak (Setyonugroho dan Sardjono,
2013). Penelitian yang dilakukan oleh Sondakh (2017b), menemukan bahwa, persepsi
kemudahan memiliki efek positif pada kegunaan dan sikap yang dirasakan pengguna
e-SPT. Wajib pajak memiliki persepsi yang baik tentang kegunaan dan kemudahan
penerapan teknologi informasi, mereka akan menunjukkan sikap positif dan tertarik
dalam memanfaatkan teknologi informasi (Sondakh, 2017a). Sistem elektronik dalam
bentuk aplikasi e-billing, e-filling dan e-SPT yang memiliki kejelasan dalam
penggunaannya, mudah dipelajari dan dioperasikan, meningkatkan keterampilan
pengguna dan pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan
(Sa’adah dkk., 2018). Kepuasan mencerminkan bahwa pembayar pajak penghasilan
puas dengan layanan elektronik dan sadar akan pengunaan situs web (Kumar dan
Gupta, 2017).
Pada 1 Juli 2014 DJP meluncurkan sistem bernama e-Faktur, yaitu faktur
pajak berbasis elektronik. E-Faktur diberlakukan secara bertahap, pada 1 Juli 2014 3-
faktur diberlakukan untuk 45 perusahaan yang telah ditentukan oleh DJP, sebagai
pilot project. Pada 1 Juli 2015, e-Faktur diberlakukan dan diwajibkan bagi seluruh
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di wilayah pulau Jawa dan Bali. Pada 1
Juli 2016, e-Faktur diberlakukan dan diwajibkan bagi seluruh PKP yang terdaftar di
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seluruh wilayah Nusantara (Fida & Widyaningsih, 2017). Sistem e-Faktur Pajak atau
pembuatan Faktur Pajak secara elektronik ini diharapkan akan mampu meningkatkan
kemudahan PKP dalam melaporkan pajaknya, juga untuk menghindari potensi
kecurangan dalam pelaporan pajak yang ditanggungnya dan juga sebagai langkah
Direktorat Jenderal Pajak dalam melanjutkan modernisasi administrasi perpajakan
yang telah dicanangkan (Yasa, 2016). Tujuan utama dari pemberlakuan e-Faktur
adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek
silang sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan Pajak Masukan yang tidak
sesuai ketentuan (Alfioreta dkk., 2016).
Banyaknya kasus faktur pajak fiktif menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melakukan
modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu dengan penerapan aplikasi e-Faktur.
Dengan adanya aplikasi e-Faktur banyak memberikan kemudahan dalam
penggunaannya, tidak hanya bagi aparatur pajak namun juga bagi PKP sendiri. E-
Faktur tidak harus dicetak sehingga mengurangi penggunaan kertas, biaya cetak, dan
biaya penyimpanan. Modernisasi elektonik faktur (e-faktur) Pajak Pertambahan Nilai
diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
(Andrayuga dkk, 2017).
Menurut Mustapha dan Obid (2015), ada hubungan positif yang signifikan
antara kualitas layanan pajak dan sistem pajak online. Hubungan antara kualitas
layanan pajak dan persepsi kemudahan penggunaan juga signifikan secara statistik
dengan nilai 0,93 dan kemudahan yang dirasakan penggunaan memiliki statistik
7
positif dengan sistem pajak online pada nilai signifikan 0.61. Implikasi dari hasil
penelitian tersebut adalah bahwa dengan memberikan layanan pajak yang berkualitas
kepada wajib pajak dan kemudahan penggunaan sistem telah menyebabkan
peningkatan dalam menghasilkan pendapatan dengan efek yang jelas pada
perekonomian. Menurut Azmi dan Bee (2010), mengurangi persepsi wajib pajak
tentang risiko dalam e-filing tidak hanya akan meningkatkan persepsi mereka tentang
kegunaan e-filing tetapi juga mengarahkan mereka untuk mengadopsi sistem tersebut.
Dengan demikian, mengeksplorasi lebih jauh risiko yang dirasakan akan
meningkatkan pengetahuan kita tentang faktor-faktor yang sangat penting untuk
penerapan layanan e-government.
Studi yang dilakukan oleh Hakim (2016) untuk menganalisis model
penerimaan pengguna yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah
menggunakan e-SPT dan e-Filing menyimpulkan bahwa adanya perbedaan model
penerimaan antara masing-masing kelompok jenis kelamin. Hal ini disebabakan
karena, pria pada umumnya lebih berorientasi tugas (task oriented) dibanding wanita,
sehingga tingkat kemanfaatan dan penyelesaian tugas relatif lebih kuat daripada
wanita. Sedangkan wanita kemungkinan lebih berorientasi proses (process oriented)
sehingga usaha yang dikeluarkan untuk mempelajari sesuatu memiliki efek yang
lebih kuat dibanding pria. Menurut Ningrum dkk (2018), keberadaan perempuan
dalam dewan komisaris dan direksi (gender) dapat memperkuat pengaruh corporate
social responsibility (CSR) dengan tax avoidance.
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka akan dikaji lebih lanjut dalam
kegiatan penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT
PPN terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Gender sebagai Variabel
Moderasi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian
adalah:
1. Apakah ada pengaruh penerapan E-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha
Kena Pajak?
2. Apakah ada pengaruh penerapan E-SPT terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena
Pajak?
3. Apakah Gender dapat memoderasi pengaruh penerapan E-Faktur terhadap
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak?
4. Apakah Gender dapat memoderasi pengaruh penerapan E-SPT terhadap
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak?
C. Hipotesis
1. Pengaruh Penerapan E-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena
Pajak
Bentuk e-Faktur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang
merupakan hasil keluaran (output) dari aplikasi atau sistem elektronik yang
ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (Sarah & Sandra, 2016).
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2017) bahwa penerapan
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sistem e-Faktur terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam
pembayaran pajak SPT Masa. Sejalan dengan penelitian Husnurrosyidah & Suhadi
(2017) bahwa e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Adanya e-Faktur
selain memberikan kemudahan bagi wajib pajak, e-faktur juga dapat meminimalisir
penggunaan faktur pajak  fiktif. Begitu pula dengan hasil penelitian Alfioreta dkk
(2016) bahwa penerapan sistem e-Faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan pengusaha kena pajak.
H1 : Penerapan E-Faktur Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pengusaha
Kena Pajak
2. Pengaruh Penerapan E-SPT terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena
Pajak
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau
bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Sementara yang dimaksud dengan E-SPT adalah
penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan
menggunakan media computer (Diana dan Setawati, 2004: 9). Berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Lingga (2012a) bahwa ada pengaruh penerapan e-SPT
PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut  persepsi Wajib Pajak: survey
terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama “X”. Sejalan dengan hasil
penelitian Falerian R.A Tamboto (2013) menunjukkan bahwa penerapan e-SPT PPN
10
berpengaruh  terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi pengusaha kena
pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Berdasarkan hasil penelitian
dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan e-
SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan (Lingga, 2012b).
Persepsi kegunaan dapat memoderasi hubungan antara persepsi penerapan
sistem e-Filing dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini karena seseorang akan
menggunakan e-filing apabila orang tersebut mempercayai bahwa e-filing dapat
memberikan manfaat dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Oleh karena itu,
tingkat persepsi kegunaan e-filing mempengaruhi para Wajib Pajak untuk
menggunakan e-filing tersebut (Nensi, 2017).
H2 : Penerapan E-SPT Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pengusaha
Kena Pajak
3. Pengaruh Gender dalam Memoderasi Penerapan E-Faktur terhadap
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
Bentuk E-Faktur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang
merupakan hasil keluaran (output) dari aplikasi atau sistem elektronik yang
ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. E-Faktur tidak
diwajibkan dicetak dalam bentuk kertas (hardcopy) sehingga mengurangi
penggunaan kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan (Sarah & Sandra, 2016).
Berdasarkan Coate & Frey (2000 dalam Dharma 2016), terdapat dua
pendekatan yang biasa  digunakan untuk  memberikan pendapat mengenai pengaruh
gender terhadap perilaku etis maupun persepsi individu terhadap perilaku tidak etis,
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yaitu pendekatan struktural dan pendekatan sosialisasi.  Pendekatan    struktural,
menyatakan   bahwa   perbedaan   antara pria dan   wanita  disebabkan   oleh
sosialisasi  awal  terhadap  pekerjaan dan kebutuhan kebutuhan peran lainnya. Dalam
hal  menyikapi  suatu perilaku penggelapan pajak maka laki-laki dan perempuan
mempunyai jawaban yang berbeda. Perempuan cenderung menentang sikap yang
ilegal daripada laki-laki. Menurut Dharma (2016), perbedaan gender mempengaruhi
persepsi penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan Astuti dan Panjaitan (2017)
menyimpulkan bahwa e-Faktur memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan
pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2013 dalam
Astuti dan Panjaitan 2017), yang menyatakan e-Faktur memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap penerimaan pajak.
H3 : Gender dapat Memoderasi Pengaruh Penerapan E-Faktur terhadap
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
4. Pengaruh Gender dalam Memoderasi Penerapan E-SPT terhadap
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
Tujuan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) melalui penerapan e-SPT diantaranya adalah: (1) Dapat
diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan, (2)
Efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk
pencapaian tujuan bersama, (3) Sebagai informasi dan bahan evaluasi dalam
penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong
digilirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP. (4)
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Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek
yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu
tujuan dari modernisasi perpajakan, (5) Sebagai informasi yang bermanfaat bagi
masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong
kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia (Aryani,
2017).
Penelitian yang dilakukan oleh Dyanrosi (2015) tentang pengaruh jenis
kelamin (gender) terhadap persepsi kemudahan penggunaan (perceived easy of use)
sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang disebut dengan
e-filing diperoleh hasil koefisien jalur sebesar 0.085. Koefisien jalur tersebut
menunjukkan bahwa pengaruh jenis kelamin terhadap persepsi kemudahan
penggunaan adalah berbanding lurus. Nilai t-hitung yang diperoleh adalah 0,909<t-
tabel yaitu 1.98, sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh
signifikan terhadap persepsi kemudahan penggunaan (perceived easy of use) e-filing.
Hal tersebut dikarenakan baik laki-laki maupun perempuan sama-sama merasakan
kemudahan dalam menggunakan e-filing.
H4 : Gender dapat Memoderasi Pengaruh Penerapan E-SPT terhadap
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Definisi Operasional
Definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
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a. Variabel Independen (X)
1) E-FAKTUR (X1)
Bentuk e-Faktur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang
merupakan hasil keluaran (output) dari aplikasi atau sistem elektronik yang
ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (Sarah & Sandra, 2016).
Pada dasarnya faktur pajak dibuat saat penyerahan atau saat penerimaan pembayaran,
faktur pajak hanya dibuat oleh pengusaha kena pajak.
2) E-SPT (X2)
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau
bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Sementara yang dimaksud dengan e-SPT adalah
penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan
menggunakan media komputer (Diana dan Setawati, 2004: 9). Tujuan dari e-SPT
adalah meminimalisir kesalahan-kesalahan Wajib Pajak dan mempermudah pelaporan
SPT.
b. Variabel Moderating (M)
Variabel moderasi merupakan variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau
memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel moderasi yaitu variabel Gender. Gender
dibagi menjadi dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan, sehingga responden dari
penelitian ini menggunakan pegawai/karyawan laki-laki dan perempuan. Menurut
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Desi (2011), Gender adalah perbedaan perilaku antara pria dan wanita yang
dikonstruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan ketentuan dari Tuhan,
melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang.
c. Variabel Dependen (Y)
Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan
wajib pajak dapat diidentifikasi dari: (1) kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan
diri; (2) kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan; (3) kepatuhan
dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang; dan (4) kepatuhan dalam
pembayaran tunggakan (Devano dan Rahayu, 2006: 111). Kepatuhan wajib pajak bisa
diukur dengan kuesioner yang diberikan kepada Wajib Pajak yang menggunakan e-
Faktur pajak sesuai dengan indikator yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak
pada ketetapan waktu penyampaian SPT dan tidak menunggak pajaknya.
2. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh antara variabel independen
dan variabel dependen yaitu pengaruh penerapan e-SPT dan e-Faktur terhadap
pengusaha kena pajak. Sasaran dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak
yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Paratama Makassar Selatan.
Lokasi ini dipilih sebagai lokasi dalam penelitian karena wilayah yang mudah
dijangkau dan strategis yang mencakup 4 wilayah kecamatan, antara lain: 1.
Kecamatan Manggala; 2. Kecamatan Panakukang; 3. Kecamatan Rappocini dan 4.
Kecamatan Makassar.
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Jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan adalah
sebagai berikut.
Tabel 1.1
Jumlah PKP Tahun 2016 – 2018 di KPP Makassar Selatan




Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, 2019.
E. Penelitian Terdahulu
Penelitian yang terkait dengan “Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT
PPN terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Gender sebagai Variabel























Kuantitatif Hasil penelitian menunjukan bahwa
penerapan e-SPT PPN  berpengaruh
terhadap efisiensi pengisian SPT
menurut persepsi pengusaha kena









Kuantitatif Hasil Penelitian ini menunjukkan
bahwa penggunaan sistem
komputerisasi pajak dengan








perhitungan kuesioner atas tiga
indikator rata-rata responden
menjawab setuju dan penggunaan
sistem komputerisasi pajak dengan
























Kuantitatif Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penerapan e-SPT
berpengaruh secara signifikan
terhadap efisiensi pengisian SPT
menurut persepsi Pengusaha Kena


















Kuantitatif Hasil penelitian menunjukan
keefektifan penyampaian SPT




pimpinan KPP Pratama Bitung
lebih memperhatikan tata cara
pelaporan SPT khusunya e-SPT.
Semakin banyak wajib pajak yang
memahami cara penyampaian SPT,
semakin banyak pula wajib pajak
melaporkan beban pajaknya










Kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa Pengusaha kena pajak
merasakan manfaat dari penerapan















aplikasi e-Faktur mudah untuk
digunakan, serta pengusaha kena





























Kuantitatif Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penerapan sistem e-Faktur
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan
pengusaha kena pajak, pemahaman
Internet tidak berpengaruh terhadap
Penerapan Sistem e-Faktur
dan Kepatuhan Pengusaha Kena













Kuantitatif Hasil Penelitian menunjukkan
bahwa persepsi wajib pajak
mengenai penerapan e-faktur
tergolong dalam kategori tinggi,
tingkat kepatuhan wajib
pajak tergolong dalam kategori
tinggi dan persepsi wajib pajak
mengenai penerapan
e-faktur memiliki pengaruh positif





























tingkat kepatuhan pengusaha kena
pajak pengguna e-Faktur pada 6
bulan pertama sejak penerapan e-
faktur yakni sebesar 74,62%. Hal
ini menunjukkan bahwa penerapan
e-Faktur masih tergolong kurang
efektif dalam hal meningkatkan
kepatuhan pengusaha kena pajak

















Kuantitatif Hasil penelitian ini menyatakan
bahwa menurut persepsi PKP
tentang urgensi, tujuan dan
sosialisasi yang baik. Selain itu
tidak ada kendala yang berarti
dalam pelaksanaan
e-SPT, hanya akses internet yang
masih rendah sinyal. Laporan SPT
melalui media e-SPT lebih mudah,

























Kuantitatif Hasil Penelitian ini menyatakan
bahwa keberadaan perempuan
dalam dewan komisaris dan direksi
(gender) dapat memperkuat
pengaruh corporate social
responsibility (CSR) dengan tax
avoidance.
Sehingga keberadaan perempuan
dalam dewan perusahaan tidak
dapat memberikan kontribusi dalam
pengambilan keputusan
yang tepat untuk melakukan











F. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian adalah:
1. Mengetahui pengaruh penerapan E-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena
Pajak.
2. Mengetahui pengaruh penerapan E-SPT terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena
Pajak.
3. Mengetahui pengaruh Gender dalam memoderasi penerapan E-Faktur terhadap
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
4. Mengetahui pengaruh Gender dalam memoderasi penerapan E-SPT terhadap
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah menguji keberlakuaan Tax Moral
Theory dalam penggunaan e-Faktur dan e-SPT. Tax Moral Theory lebih mengacu
kepada timbal balik hubungan antara wajib pajak dan juga DJP. Wajib pajak
menganggap bahwa apabila DJP memberikan banyak kemudahan bagi WPnya maka
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WP juga akan merespon positif atas perlakuan tersebut. Dalam penelitian DJP telah
memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak dalam menerapkan adanya sistem
terbaru yaitu elektronik pajak.
b. Manfaat Praktis
1) Bagi Peneliti
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam mengembangkan
teori yang telah diperoleh saat proses perkuliahan khususnya terkait dengan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Kepatuhan Wajib Pajak, serta implementasi komponen-
komponen serta faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
2) Bagi KPP Pratama Makassar
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan evaluasi
atas efektivitas penerapan E-Faktur dan E-SPT terhadap kepatuhan Pengusaha Kena
Pajak, sebagai salah satu bentuk penerapan sistem administrasi modern di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Makassar Selatan.
3) Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat
bagi masyarakat khususnya dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap
sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia.
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4) Bagi Penelitian Selanjutnya
Peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan





A. Teori Moral Pajak (Tax Morale Theory)
Moral perpajakan (tax morale) diartikan sebagai motivasi intrinsik untuk
kepatuhan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan
barang-barang publik (Torgler & Schneider, 2005). Tingkat moral pajak diprediksi
akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Tingkat moral pajak menentukan
tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan perpajakan. Faktor kepercayaan
terhadap sistem hukum dan perpajakan berperan penting untuk meningkatkan moral
perpajakan (Cahyonowati, 2011).
Penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati (2011) menemukan bahwa
tingkat moral wajib pajak di Indonesia belum tumbuh dari motivasi intrinsik individu
melainkan paksaan dari faktor eksternal yaitu oleh besarnya denda pajak. Semakin
besar denda pajak maka akan mengurangi motivasi intrinsik seseorang untuk
membayar pajak, namun demikian wajib pajak tetap termotivasi untuk membayar
pajak karena merasa berat untuk membayar denda pajak. Menurut Suryadi (2016),
variabel tax morale dapat menentukan sikap wajib pajak dalam kepatuhan pajaknya
bahwa melanggar etika ini dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajaknya yang
sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan kepada sistem hukum dan peradilan
serta institusi dari aparat pajak, begitupula bahwa perasaan bersalah ini dapat
berpengaruh terhadap kepatuhan pajaknya artinya perasaan bersalah sangat didasari
dari kepribadian dan perilaku yang akan memberikan implikasi terhadap
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kepatuhannya dalam melaporkan pajaknya sedangkan prinsip hidup ini dapat
berpengaruh terhadap kepatuhan pajaknya, karena pada umumnya wajib pajak dapat
bertindak sesuai dengan niat untuk patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya.
B. Technology Acceptance Model (TAM)
Technology Acceptance Model (TAM) adalah sebuah model yang memiliki
kemampuan untuk beradaptasi dan mampu memprediksi persepsi pengguna terkait
manfaat dan kemudahan dalam menggunakan untuk menentukan sikap terhadap
penerapan teknologi Informasi (Yudi & Tambotoh, 2013). Davis et al (1989)
menyusun model Technology Acceptance Model (TAM) untuk menjelaskan model
konseptual dari penerimaan pengguna terhadap sistem informasi teknologi atau
teknologi baru. Technology Acceptance Model (TAM) merupakan adaptasi dari
model Theory of Reasoned Action (TRA) yang secara khusus dirancang untuk model
penerimaan penggunaan sistem informasi. Tujuan utama TAM adalah memberikan
penjelasan tentang penentuan penerimaan komputer secara umum, memberikan
penjelasan tentang perilaku atau sikap pengguna dalam suatu populasi.
Model TAM mengkonsepkan bagaimana pengguna menerima dan
menggunakan teknologi baru. Asalnya dari pendekatan teori psikologis untuk
menjelaskan pengguna yang mengacu pada kepercayaan, sikap, minat, dan hubungan
perilaku pengguna. Ciri khas dari Model TAM adalah sederhana namun bisa
memprediksi penerimaan maupun penggunaan teknologi (Fatmawati, 2015).
Technology acceptance model (TAM) ini menjelaskan bahwa seseorang dalam
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melakukan sesuatu didorong oleh dua faktor yaitu behavior beliefs dan Normatif
beliefs. Faktor tersebut kemudian mendorong seseorang untuk memiliki outcome
evaluation dan motivation to comply. Sehingga kedua hal tersebut akan mendorong
seseorang untuk berperilaku (Attitude) dan Norma-Norma Pribadi (Subjective
Norms). Adanya Attitude dan Subjective Norms akan mempengaruhi perhatian/fokus
seseorang dalam berberilaku (behavior intention). Pada akhir Behavior Intention akan
mempengaruhi pada perilaku seseorang (behavior) (Putarta & Sayekti, 2016).
Reaksi dan persepsi pengguna Teknologi Informasi (TI) akan mempengaruhi
sikapnya dalam penerimaan terhadap teknologi tersebut. Salah satu faktor yang dapat
mempengaruhinya adalah persepsi pengguna terhadap kemanfaatan dan kemudahan
penggunaan TI sebagai suatu tindakan yang beralasan dalam konteks pengguna
teknologi, sehingga alasan seseorang dalam melihat manfaat dan kemudahan
penggunaan TI menjadikan tindakan/perilaku orang tersebut sebagai tolok ukur dalam
penerimaan sebuah teknologi (Adhiputra, 2015).
C. Pajak dalam Perspektif Islam
Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pengertian pajak adalah “Kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Sedangkan menurut Adriani (1998) dalam Jamaluddin (2011) mengatakan bahwa
pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang
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oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang)
dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas
negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Ciri-ciri yang melekat pada
pengertian pajak adalah: (1) Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke
pemerintah; (2) Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan; (3) Dalam pembayaran pajak, tidak
dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi langsung secara individual yang diberikan
oleh pemerintah; (4) Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah; (5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran
pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk
membiayai investasi publik; (6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai
tujuan tertentu dari pemerintah; (7) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak
langsung.
Ilyas & Burton (2012) dalam Tindagi & Morasa (2014), menyatakan bahwa
dalam literatur pajak, sering disebutkan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi
budgetair dan fungsi regulerend. Namun dalam perkembangan, fungsi pajak tersebut
dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi
redistribusi. 1. Fungsi budgetair, fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu fungsi
untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang
berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran negara. 2. Fungsi regulerend, pajak mempunyai fungsi mengatur artinya
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pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam
bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang
keuangan. 3. Fungsi demokrasi, suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan
atau wujud sistem gotong-royong termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan.
4. Fungsi redistribusi, fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan
keadilan dalam masyarakat.
Sebagai masyarakat wajib pajak, diperlukan peran serta semua lapisan
masyarakat dalam mendorong peningkatan pendapatan pajak dari semua sektor yang
ada. Mendasarkan pada teori hukum positif, bahwa dalam hukum positif harus
memenuhi beberapa unsur, yaitu: adanya unsur perintah, sanksi, kewajiban untuk
mentaati, dan kekuasaan yang berdaulat, maka perlu peran aktif dari pemerintah
untuk melakukan continual improvement dalam menggali potensi pengenaan pajak
dan mempertimbangkan penggabungan dua sistem pemungutan pajak antara Official
Assesment System dan Self Assesment System dengan menghilangkan kelemahan dan
hambatan dari masing-masing sistem tersebut (Rahmanto, 2015).
Seperti halnya pajak, dalam ajaran islam seorang yang sudah dikatagorikan
mampu diwajibkan untuk megeluarkan zakat. Zakat berarti mengeluarkan jumlah
tertentu dari harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada orang yang berhak
menerimanya (mustahik zakat). Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung
harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan
berbagai kebajikan, yang semua itu dapat diperoleh dari mengeluarkan zakat, zakat
juga bisa menumbuhkan kebersihan dan keberkahan. Zakat bukan hanya dapat
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menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi orang-orang miskin, tetapi juga
mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya (Turmudi, 2015).
Menurut Turmudi (2015), Ketaatan kepada pemerintah untuk mematuhi
peraturan yang telah ditetapkan dalam hal ini kewajiban membayar pajak juga sama
halnya ketaatan kepada agama yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat,
meskipun pada masa Rasulullah dan Khulafaurrosidin zakat dikenakan kepada
penduduk yang beragama Islam, sedang pajak (tax) dikenakan kepada penduduk non
muslim. Tidak ada penduduk yang terkena kewajiban  rangkap (double  duties)
berupa zakat dan pajak. Oleh karenanya timbul masalah dan hambatan mengenai
persepsi kewajiban umat Islam dalam hal pembayaran pajak dan zakat, yakni:
1. Salah satu hambatan untuk memungut pajak di kalangan masyarakat modern
adalah pandangan tentang hubungan antara pajak dan zakat. Zakat berbeda
dengan pajak, karena pajak adalah kewajiban kepada negara dan tidak
mengandung nilai ibadah mahdhoh. Pajak adalah penarikan oleh negara
terhadap warga negara tetapi penerimaan pajak itu dipakai untuk memenuhi
kepentingan warga negara seluruhnya. Sedangkan zakat adalah transfer
pendapatan kekayaan dari orang orang yang kaya kepada yang miskin, yang
membutuhkan serta kemaslahatan lainnya dan perkembangan agama.
2. Pembayaran zakat tidak menerima kontra-prestasi sebagaimana pembayaran
pajak. Permasalahannya adalah, pada zaman Khalifah Abu Bakar Sidiq dan
Ummar Ibnu Khattab, zakat memang merupakan penerimaan utama negara.
Pajak (Kharaj) memang ada yang hanya dikenakan kepada non muslim.
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3. Masalah lain yang menjadi keberatan banyak muslim adalah karena mereka
harus melakukan kewajiban ganda, yakni membayar pajak dan zakat,
walaupun mereka menyadari bahwa zakat merupakan kewajiban agama yang
penyalurannya harus sesuai ketentuan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat
60 yaitu:
                            
                    
   
Terjemahannya :
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk
mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. 09 : 60)
Berdasar kepada Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 tersebut, maka yang
berhak menerima zakat Ialah:
1. Orang fakir yakni orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta
dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin yakni orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam
keadaan kekurangan.
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3. Pengurus zakat yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan
membagikan zakat.
4. Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang
baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang
ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang yakni orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang
bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang
berhutang untuk memelihara persatuan umat islam dibayar hutangnya itu
dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (fi sabilillah) yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan
kaum muslimin. Diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah
itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan
sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami
kesengsaraan dalam perjalanannya.
Tujuan pajak dan tujuan zakat pada dasarnya adalah sama, yaitu sebagai
sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang
merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual. Pajak pada
dasarnya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam bidang dan sektor
pembangunan, begitupun zakat dapat dimanfaatkan bagi pembangunan nasional,
karena adanya banyak persamaan pokok antara pemanfaatan zakat dan pemanfaatan
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pajak, meski ada segi-segi khusus yang membedakannya seperti persyaratan pajak
dan zakat serta penonjolan bidang yang didanai zakat dan pajak. Baik dan buruknya
suatu sistem perpajakan  tergantung dari dampaknya pada masyarakat. Sistem
perpajakan terbaik adalah sistem yang menjamin keuntungan sosial terbanyak. Suatu
sistem dimana kesejahteraa  ekonomi suatu masyarakat  dapat  ditingkatkan.
D. Faktur Pajak dan E-Faktur
Menurut Purwono (2010: 284), faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang
dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP,
atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai. Undang-undang mewajibkan Pengusaha Kena Pajak
membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP. Sejalan dengan
mekanisme pemungutan yang ada dalam PPN, faktur pajak dibuat oleh pihak yang
memungut PPN yaitu yang menyerahkan BKP dan/atau JKP. Faktur pajak tidak perlu
dibuat secara khusus atau dibedakan dengan faktur penjualan.
Jenis faktur pajak dibedakan menjadi tiga jenis yaitu faktur pajak standar,
faktur pajak gabungan dan faktur pajak sederhana. Faktur pajak standar merupakan
faktur pajak yang digunakan sebagai bukti pungutan pajak sebagai sarana untuk
mengkreditkan pajak masukan. Sedangkan faktur pajak gabungan adalah faktur pajak
standar yang meliputi semua penyerahan barang kena ajak atau penyerahan jasa kena
pajak yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau
penerima jasa kena pajak yang sama. Faktur pajak sederhana adalah faktur pajak yang
digunakan sebagai tanda bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak
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untuk menampung kegiatan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena
pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir (Waluyo, 2008: 257).
Sejak ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010 tanggal 24
Maret 2010, faktur pajak yang digunakan hanya satu bentuk, sehingga istilah bentuk
faktur pajak standar dan faktur pajak sederhana tidak berlaku lagi. Selain itu, ada
beberapa dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sama sebagai faktur pajak oleh
Direktur Jenderal Pajak (Purwono, 2010: 285).
Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: (1)
penyerahan Barang Kena Pajak; (2) penyerahan Jasa Kena Pajak; (3) ekspor Barang
Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau (4) ekspor Jasa Kena Pajak. Pengusaha Kena
Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang
dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang
sama selama 1 (satu) bulan kalender yang disebut dengan Faktur Pajak gabungan
(Direktorat Jenderal Pajak, 2013).
Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2013), Faktur Pajak yang dibuat oleh
Pengusaha Kena Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dalam bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan
Pengusaha Kena Pajak dan dalam hal diperlukan dapat ditambahkan keterangan
lain selain keterangan dalam butir b.
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b. Keterangan yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak
 Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau
penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:
1) nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
2) nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
3) jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan
harga;
4) PPN yang dipungut;
5) PPn BM yang dipungut;
6) kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
7) nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
c. Setiap Faktur Pajak harus menggunakan Kode dan Seri Faktur Pajak yang telah
ditentukan di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak, yaitu :
 Kode Faktur Pajak terdiri dari:
1) 2 (dua) digit Kode Transaksi;
2) 1 (satu) digit Kode Status; dan
3) 3 (tiga) digit Kode Cabang.
 Nomor seri Faktur pajak terdiri dari:
1) 2 (dua) digit Tahun Penerbitan; dan
2) 8 (delapan) digit Nomor Urut.
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d. Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam rangkap dua yaitu:
1) Lembar ke-1: Untuk Pembeli BKP atau Penerima JKP sebagai bukti Pajak
Masukan.
2) Lembar ke-2: Untuk PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai
bukti Pajak Keluaran.
Dalam hal Faktur Pajak dibuat lebih dari rangkap dua, maka harus dinyatakan
secara jelas penggunaannya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan.
e. Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak
ditandatangani termasuk kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri
merupakan Faktur Pajak cacat;
f. Dalam hal rincian BKP atau JKP yang diserahkan tidak dapat ditampung dalam
satu Faktur Pajak, maka PKP dapat membuat Faktur Pajak dengan cara:
1) Dibuat lebih dari satu Faktur Pajak yang masing-masing menggunakan kode
dan nomor seri Faktur Pajak yang sama, ditandatangani setiap lembarnya,
dan khusus untuk pengisian baris Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/
Termijn, Potongan Harga, Uang Muka yang telah diterima, Dasar Pengenaan
Pajak, dan PPN cukup diisi pada lembar Faktur Pajak terakhir; atau
2) Dibuat satu Faktur Pajak asalkan menunjuk nomor dan tanggal Faktur
Penjualan yang bersangkutan dan faktur penjualan tersebut merupakan
lampiran Faktur Pajak yang tidak terpisahkan.
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g. PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat (dapat
lebih dari 1 orang termasuk yang diberikan kuasa) yang berhak menandatangani
Faktur Pajak disertai contoh tandatangannya kepada Kepala KPP di tempat PKP
dikukuhkan paling lambat pada saat pejabat yang berhak menandatangani mulai
menandatangani Faktur Pajak.
h. Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur
penjualan. Faktur Pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu
yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak.
i. Atas Faktur Pajak yang cacat, atau rusak, atau salah dalam pengisian, atau
penulisan, atau yang hilang, PKP yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat
membuat Faktur Pajak Pengganti.
Menurut Sarah & Sandra (2016), bentuk e-Faktur adalah berupa dokumen
elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (output) dari aplikasi atau
sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak.
E-Faktur tidak diwajibkan dicetak dalam bentuk kertas (hardcopy) sehingga
mengurangi penggunaan kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan. Langkah-
langkah yang harus dilakukan PKP sebelum menggunakan e-Faktur (Peraturan
Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 17/PJ/2014). Berikut ini langkah-langkah yang
harus dilakukan PKP sebelum menggunakan aplikasi e-Faktur, antara lain:
1. PKP mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor
Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan sesuai dengan formulir sebagaimana
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diatur dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
2. Surat permohonan Kode Aktivasi dan Password sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus:
a) Diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh PKP; dan
b) Disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP
dikukuhkan dengan menunjukkan asli kartu identitas sesuai dengan identitas
yang tercantum dalam surat permohonan.
3. Dalam hal surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ditandatangani oleh
selain PKP, maka surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa.
4. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kode Aktivasi dan Password ke PKP dalam
hal PKP memenuhi syarat sebagai berikut:
a) PKP telah dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak oleh Kantor
Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar berdasarkan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012 dan perubahannya dan laporan hasil
registrasi ulang/verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan; atau
b) PKP telah dilakukan verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 73/PMK.03/2012.
5. Dalam hal PKP memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4), Kantor Pelayanan Pajak:
a) menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang ditandatangani oleh
Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak
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sebagaimana diatur dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dan dikirim melalui
pos dalam amplop tertutup ke alamat PKP; dan
b) Mengirimkan Password melalui surat elektronik (email) ke alamat email
PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan
Password.
6. Dalam hal PKP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan penolakan Kode
Aktivasi dan Password sebagaimana diatur dalam Lampiran IC yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
7. Dalam hal surat pemberitahuan Kode Aktivasi tidak diterima oleh PKP dan
kembali pos (kempos), Kantor Pelayanan Pajak akan memberitahukan informasi
tersebut melalui surat elektronik (email) ke alamat email PKP yang dicantumkan
dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.
8. PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau ayat (7) dapat mengajukan
kembali surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan
Pajak setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau
telah menyampaikan surat pemberitahuan perubahan alamat ke Kantor Pelayanan
Pajak sesuai dengan prosedur pemberitahuan perubahan alamat.
9. Dalam hal PKP tidak menerima Password sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b karena kesalahan penulisan alamat email pada Surat Permohonan Kode
Aktivasi dan Password, PKP harus melakukan update email.
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10. Surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang hilang dapat dimintakan kembali ke
Kantor Pelayanan Pajak dengan menyampaikan surat permohonan cetak ulang
Kode Aktivasi sebagaimana diatur dalam Lampiran ID yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan melampirkan
fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan fotokopi bukti
penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak atas surat permohonan Kode
Aktivasi dan Password.
11. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi atau
surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan Password dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima.
12. PKP harus melakukan aktivasi wadah layanan perpajakan secara elektronik
(Akun Pengusaha Kena Pajak) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak
dengan menggunakan Kode Aktivasi, melalui:
a) Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan
surat Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur
dalam Lampiran IE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini; atau
b) Laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat
Jenderal Pajak dengan mengikuti petunjuk pengisian (manual user) yang
disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
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13. Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dilakukan secara jabatan oleh Direktorat
Jenderal Pajak untuk PKP yang telah memperoleh Kode Aktivasi dan Password
sebelum 1 Juli 2014.
E. Surat Pemberitahuan (SPT) dan E-SPT
Menurut Diana dan Setawati (2004: 9), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah
surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau
pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Sementara yang dimaksud dengan e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk
digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer.
Sedangkan dalam peraturan DJP nomor 6/PJ/2009 pasal 1 mengenai Tata Cara
Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik dijelaskan, E-SPT adalah
data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan
menggunakan aplikasi E-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Menurut Aryani (2017), tujuan penerapan sistem administrasi modern
perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui penerapan e-SPT diantaranya
adalah: (1) Dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit
dilakukan, (2) Efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji
untuk pencapaian tujuan bersama, (3) Sebagai informasi dan bahan evaluasi dalam
penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong
digilirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP. (4)
Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek
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yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu
tujuan dari modernisasi perpajakan, (5) Sebagai informasi yang bermanfaat bagi
masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong
kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.
Menurut Rais dan Sherly (2015), kemudahan penggunaan sebuah teknologi
didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa komputer dapat
dengan mudah dipahami dan digunakan. Dalam sistem pelaporan SPT menggunakan
e-SPT terdapat kemudahan-kemudahan antara lain: aplikasi e-SPT mudah dipelajari,
ada sistem perbaikan kesalahan hitung, cukup akses melalui website, memiliki
panduan pelaporan, bisa dilakukan dimana saja selama ada jaringan internet, tidak
ada batas waktu karena dapat dilakukan 7x24 jam.
Selain itu, menurut Aryani (2017), e-SPT mempunyai banyak kelebihan-
kelebihan dibandingkan dengan SPT secara kertas, antara lain: (1) Penyampaian SPT
dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media
CD/flashdisk, (2) Data perpajakan terorganisasi dengan baik karena sistem aplikasi e-
SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis, (3)
Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan system
komputer, (4) Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak karena data yang
disampaikan WP selalu lengkap dan penomoran formulir dengan menggunakan
sistem komputer, (5) Menghindari pemborosan penggunaan kertas serta berkurangnya
pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang
cukup banyak.
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F. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Menurut Sukardji (2002: 23), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak
atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun
oleh badan baik badan swasta maupun badan Pemerintah dalam bentuk belanja
barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. Bersamaan dengan
Program Reformasi Sistem Perpajakan Nasional Tahun 1983, Pajak Penjualan yang
pemungutannya berdasarkan Undang-undang Darurat nomor 19 tahun 1951 yang
kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang Nomor 35 Tahun 1953, sejak tanggal 1
april 1985 telah diganti oleh Pajak Pertambahan Nilai yang pemungutannya
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Dalam kurung waktu lebih
dari tiga dasawarsa, Undang-undang Pajak Penjualan 1951 telah menunjukkan
dedikasinya dalam pemungutan pajak atas konsumsi di Indonesia. Namun demikian,
dalam rangka melaksanakan program reformasi (Pembaharuan) Sistem Perpajakan
Nasional tahun 1983, Undang-undang Pajak Penjualan 1951 akhirnya dinyatakan
tidak berlaku dan diganti oleh Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.
Menurut Sukardji (2002: 19), Karakteristik (Legal Character) Pajak
Pertambahan Nilai Indonesia, dapat dirinci sebagai berikut:
1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung
Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul
beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke
kas  negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata
berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
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Sedangkan Penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah
Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak atau
Pengusaha Jasa Kena Pajak. Oleh karena itu apabila terjadi penyimpangan
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Administrasi Pajak (fiskus) akan minta
pertanggungjawaban kepada  penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Kena Pajak
tersebut, bukan pembeli, walaupun pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai
Pengusaha Kena Pajak.
2. Pajak Objektif
Pajak Objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban
ditentukan oleh faktor Objektif, yaitu adanya taatbestand. Adapun yang dimaksud
dengan taatbestand adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat
dikenakan pajak yang juga disebut dengan nama objek pajak.
3. Multi Stage Tax
Multi Stage Tax adalah karekteristik Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan
pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan
barang yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan
(manufacturer) kemudian di tingkat pedagang besar (wholesaler) dalam berbagai
bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer (retailer) dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai.
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4. PPN Terutang untuk Dibayar ke Kas Negara Dihitung Menggunakan
Indirect Subtraction Method/Credit Method/Invoice Method
Pajak yang dipungut oleh PKP Penjual atau Pengusaha Jasa tidak secara
otomatis wajib dibayar ke kas negara. PPN terutang yang wajib dibayar ke kas negara
merupakan hasil perhitungan mengurangkan PPN yang dibayar kepada PKP lain yang
dinamakan Pajak Masukan (input tax) dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau
penerima jasa yang dinamakan Pajak Keluaran (output tax). Pola ini dinamakan
metode pengurangan tidak langsung (indirect subtraction method). Pajak yang
dikurangkan dengan pajak untuk memperoleh jumlah pajak yang akan dibayar ke kas
negara dinamakan tax credit. Oleh karena itu pola ini dinamakan juga metode
pengkreditan (Credit method). Untuk mendeteksi kebenaran jumlah  Pajak masukan
dan Pajak Keluaran yang terlibat dalam mekanisme ini dibutuhkan suatu dokumen
penunjang sebagai alat bukti. Dokumen penunjang inin dinamakan Faktur Pajak (tax
invoice), sehingga metode ini dinamakan juga metode faktur (invoice method).
5. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri
Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, Pajak Pertambahan Nilai
hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa kena Pajak yang
dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditi impor dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai dengan persentase yang sama dengan produk domestik.
6. Pajak Pertambahan Nilai Bersifat Netral
Netralitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibentuk oleh dua faktor yaitu:
a. PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa
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b. Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (destination
principle).
Dalam mekanisme pemungutannya, PPN mengenal dua prinsip pemungutan,
yaitu:
1) Prinsip tempat asal (origin principle);
2) Prinsip tempat tujuan (destination principle).
7. Tidak Menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda
Kemungkinan pengenaan pajak berganda seperti yang dialami dalam era UU
Pajak Penjualan (PPn) 1951 dapat dihindari sebanyak mungkin karena Pajak
Pertambahan Nilai dipungut atas nilai tambah saja. Keadaan ini berbeda dengan
situasi dalam era UU PPn 1951, yang dalam pelaksanaanya, Pengusaha tidak diberi
hak untuk memperoleh kembali PPn yang dibayar atas perolehan bahan
baku/pembantu atau barang modal.
G. Pengusaha Kena Pajak
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak
berdasarkan Undang-Undang PPN 1984, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang
batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil
yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Jamaluddin, 2011 :
216). Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak pertambahan Nilai
berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha
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Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 yang:
(1) memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau (2) tidak memilih sebagai
Pengusaha Kena Pajak tetapi sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku
jumlah nilai peredaran bruto atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
pajak telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha kena pajak paling lama
akhir bulan berikutnya (Mardiasmo, 2016: 33).
Menurut Yasa (2016), Pengusaha Kena Pajak berkewajiban, antara lain untuk:
(1) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak; (2)
Memungut PPN dan PPn BM yang terutang; (3) Menyetorkan PPN yang masih harus
dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;
dan (4) Melaporkan penghitungan pajak.
H. Gender
Kata gender ada juga yang menggunakan kata jender dengan merujuk pada
pelafalannya berasal dari bahasa Inggris, gender, berarti jenis kelamin. 1Dalam
Webster s New World Dictionary, gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak
antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.”2 Di dalam
Women s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep
kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, prilaku,
mental, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang
dalam masyarakat.3 Term gender jika ditinjau dalam perspektif terminologis
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merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris.4 Kata gender ini jika
dilihat posisinya dari segi struktur bahasa (gramatikal) adalah bentuk nomina (noun)
yang menunjuk kepada arti jenis kelamin, sex,5 atau disebut dengan al-jins dalam
bahasa Arab.6 Sehingga jika seseorang menyebut atau bertanya tentang gender, maka
yang dimaksud adalah jenis kelamin dalam konteks pendekatan bahasa. Term ini
masih terbilang kosa kata baru yang masuk ke dalam khazanah perbendaharaan kata
bahasa Indonesia. Istilah ini menjadi sangat lazim digunakan dalam beberapa dekade
terakhir (Syamsiah, 2014).
Penelitian yang dilakukan Puspitawati (2010) menemukan bahwa perempuan
dipersepsikan oleh masyarakat sebagai aktor yang berperan sebagai figur ekspresif,
yaitu berfungsi sebagai pemelihara dan pendidik keluarga, sedangkan laki-laki
dipersepsikan oleh masyarakat sebagai figur instrumental, yaitu berfungsi sebagai
pencari nafkah keluarga. Jenis kelamin, contoh perempuan, mempunyai perspektif
gender yang lebih baik dibandingkan dengan, contoh laki-laki, yaitu persepsi
terhadap peran gender dalam pekerjaan domestik dan dalam pekerjaan publik dan
sosial. Contoh perempuan lebih fleksibel dalam melaksanakan peran gender di sektor
domestik maupun publik, dan cenderung mempunyai persepsi peran gender yang
dapat diubah atau ditukarkan.
I. Kerangka Pikir
Kerangka Pikir ini dirancang untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh
antara variabel independen dan variabel dependen dengan penambahan variabel
moderasi. Variabel independen pada penelitian ini adalah E-Faktur (X1) dan
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penerapan E-SPT (X2), kemudian variabel dependen yaitu kepatuhan Pengusaha
Kena Pajak (Y) dan variabel moderating adalah Gender (M). Hubungan antara
variabel tersebut dapat digambarkan dalam model penelitian berikut ini:
Gambar 2.1 Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN terhadap Kepatuhan













A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan dengan perhitungan statistik. Adapun
penelitian kuantitatif menurut Kuncoro (2013: 145) adalah penelitian yang jenis
datanya dapat diukur dalam suatu skala numerik (angka). Karakteristik masalah yang
diangkat adalah penelitian yang bersifat korelasi. Dimana penelitian ini berusaha
untuk melihat adanya hubungan sebab-akibat (Kuncoro, 2013: 12), menyelidiki
akibat yang ditimbulkan oleh variabel bebas penerapan e-Faktur dan penerapan e-
SPT terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi pada penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar
Selatan
B. Pendekatan Penelitian
Adapun yang menjadi pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif, dimana penelitian ini menjelaskan secara sederhana fenomena yang ada
dengan menggunakan angka untuk mengelompokkan individu atau kelompok
(Suharsaputra, 2012: 42)
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
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Menurut Morissan (2012: 109) populasi dapat didefinisikan sebagai suatu
kumpulan subjek, variabel konsep, atau fenomena. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama Makassar Selatan sejumlah 677 pada tahun 2018. KPP Pratama
Makassar Selatan dipilih sebagai lokasi dalam penelitian karena wilayah yang mudah
dijangkau dan strategis yang mencakup 4 wilayah kecamatan, antara lain: 1.
Kecamatan Manggala; 2. Kecamatan Panakukang; 3. Kecamatan Rappocini dan 4.
Kecamatan Makassar.
2. Sampel
Sampel pada penelitian ini adalah bagian dari populasi yang akan diteliti.
Pengambilan sampel pada penelitian menggunakan teknik convenience sampling atau
pengambilan sampel mudah. Penelitian ini memilih sampel dari populasi yang
datanya mudah diperoleh peneliti. Sampel pada penelitian adalah Pengusaha Kena
Pajak yang datang ke KPP Makassar Selatan. Jumlah sampel ditentukan dengan
menggunakan rumus Slovin dengan nilai presisi 10% yaitu :
= + 1= 677(677)(0,1) + 1
= 677(677)(0.01) + 1
= 6777.77= 87,1
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n = Jumlah Sampel
N = Jumlah Populasi
d = Nilai Presisi (Ketepatan)
Maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang akan digunakan adalah 87,1
dibulatkan menjadi 87 sampel.
D. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan data
primer  yang diperoleh menggunakan metode survei.
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data
primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau
perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner (Umar,
2014: 42). Data primer dalam penelitian ini adalah berasal dari angket atau kuesioner
yang disebarkan kepada Pengusaha Kena Pajak yang tersebar di KPP Makassar
Selatan.
E. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini fakta yang diungkapkan merupakan fakta sesungguhnya
yaitu data yang diperoleh dari kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan daftar
pertanyaan tertulis yang akan digunakan peneliti untuk memperoleh data dari
responden. Untuk memperoleh data yang sesungguhnya kuesioner dibagikan secara
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langsung kepada responden atau Pengusaha Kena Pajak yang tersebar di KPP
Pratama Makassar Selatan.
F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan
data atau informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian.
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau
kuesioner dengan menggunakan skala likert. Skala likert dipakai untuk mengukur
sikap dan pendapat seseorang atau sekelompok orang. Adapun kuesioner yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu dimana dalam pengisian kuesioner sudah
tersedia jawabannya sehingga responden tinggal memilih.
G. Metode Analisis Data
1. Pengukuran Variabel
Pengukuran variabel menggunakan analisis deskriptif. Statistik deskriptif
umumnya digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel
penelitian yang utama dan data responden.
2. Analisis Deskriptif
Salah satu bentuk analisis adalah menyimpulkan data mentah dalam jumlah
yang besar sehingga hasilnya dapat ditafsirkan (Kuncoro, 2013: 198) Untuk
menentukan besar presentase digunakan rumus :





N = Jumlah Subjek Penelitian
3. Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas
Uji validitas berguna  untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan
pada kuesioner yang harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan (Umar,
2014: 166). Suatu kuesioner bisa dikatakan valid jika pernyataan dalam kuesioner
dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Adapun
penentuan uji validitas pada penelitian ini adalah menggunakan rumus korelasi
Product Moment.
b. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas  berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal
ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang
sama. Misal, seseorang yang telah mengisi kuesioner dimintakan mengisi lagi karena
kuesioner pertama hilang. Isian kuesioner pertama dan kedua haruslah sama atau
dianggap sama (Umar, 2014: 168). Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau
handal jika jawaban seseorang pada pernyataan adalah konsisten dari waktu ke
waktu.
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4. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan
berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal (Basuki & Prawoto, 2016: 57).
Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual
mengikuti distibusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak
valid untuk jumlah sampel kecil.
b. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas atau kolinearitas ganda (Multicollinearity) adalah adanya
hubungan linear antara peubah bebas X dalam Model Regresi berganda (Basuki &
Prawoto, 2016: 61). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi, maka
dari itu variabel-variabel ini tidak orthogonal. Maksudnya yaitu variabel independen
yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.
c. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk
semua pengamatan pada model regresi (Basuki & Prawoto, 2016: 63). Uji
heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika
variance residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut
homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.
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d. Uji Autokorelasi
Bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi
antara kesalahan penganggu pada periode – t dengan kesalahan pada periode t – 1. Uji
durbin Watson ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 ( first order
autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi
dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen . Hipotesis yang akan diuji
adalah : Ho = tidak ada autokorelasi ( r = 0 ), dan Ha = ada korelasi ( r ≠ 0 ) (Ghozali,
2006).
5. Uji Hipotesis
a. Analisis Regresi Lineir Berganda
Analisis Regresi Lineir Berganda merupakan pengembangan dari analisis
regresi  sederhana di mana terdapat lebih dari satu variabel independen x (Uyanto,
2009). Peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda karena variabel
independen dalam penelitian ini lebih dari satu. Dalam penelitian ini, variabel
independen yang digunakan adalah penerapan e-SPT dan penerapan e-Faktur.
Persamaan regresi linear berganda untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :
Y =  α + β1X1 + β2X2 + e
Keterangan :
Y = Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
α = Konstanta
β1-β2 = Koefisien regresi
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X1 = Penerapan e-Faktur
X2 = Penerapan e-SPT
e = Error
b. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R2) adalah suatu indikator yang digunakan untuk
menggambarkan berapa banyak variasi yang dijelaskan dalam model. Berdasarkan
nilai R2 dapat diketahui tingkat signifikansi atau kesesuaian hubungan antara variabel
bebas dan variabel tak bebas dalam regresi linier (Sinambela dkk, 2014). Nilai R2
yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan
variabel-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu maka variabel-
variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi variabel dependen.
c. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Hipotesis Nol (H0) adalah hipotesis yang meniadakan perbedaan antar
kelompok atau meniadakan hubungan sebab akibat antar variabel yang artinya selisih
variabel pertama dengan variabel kedua adalah nol atau nihil. Sementara Hipotesis
Alternatif (HA) adalah penerjemahan hipotesis penelitian secara operasional
(Setyawan, 2014). Hipotesis H0 yang hendak diuji apakah semua  parameter dalam
model sama dengan nol. Artinya, apakah semua variabel independen bukan
merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis
alternatifnya (HA) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol. Artinya,
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semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan
terhadap variabel dependen.
d. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu
variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi
variabel dependen. Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah suatu
parameter (bi) sama dengan nol. Artinya apakah suatu variabel independen bukan
merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternative
(HA) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol. Artinya variabel tersebut




A. Gambaran Umum KPP Makassar Selatan
1. Sejarah KPP Makassar Selatan
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan didirikan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 sebagai
salah satu implementasi dari penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang
mengubah secara struktur dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di
lingkungan Direktur Jenderal Pajak (DJP). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Makassar Selatan merupakan unit kerja vertical yang berada di bawah Kantor
Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. KPP Pratama Makassar Selatan
merupakan hasil penggabungan dari KPP Makassar Selatan, KPP Makassar Utara,
Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Makassar, dan Kantor Pemeriksaan
dan Penyidikan Pajak Makassar.
KPP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil pemecahan dari Kantor
Pelayanan Pajak Makassar Selatan dan Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, yang
mengadministrasikan wajib pajak di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Rappocini,
Makassar, Panakkukang, dan Manggala. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar
Selatan berkedudukan di Kompleks Gedung Keuangan Negara I, Jalan Urip
Sumoharjo Km. 4 Makassar. Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008,
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KPP Pratama Makassar Selatan efektif beroperasi dan diresmikan oleh Menteri
Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008.
Pada awal mula beroperasi KPP Pratama Makassar Selatan terdiri dari 1 Pjs.
Kepala Kantor, 10 Pjs. Kepala Seksi, 11 Account Representative dan 54 Pelaksana.
Selanjutnya sampai dengan April 2015, KPP Pratama Makassar Selatan terdiri dari 1
Kepala Kantor, 10 Orang Kepala Seksi, 9 Fungsional Pemeriksa Pajak, 1 Fungsional
Penilai PBB, 32 Account Representative, 2 Juru Sita, 2 Operator Console, 1
Bendaharawan, 1 Sekretaris, dan 32 Pelaksan.
a. Struktur Organisasi
Struktur organisasi KPP Pratama Makassar Selatan terdiri dari sepuluh seksi
dan satu kelompok jabatan fungsional yang bertanggung jawab kepada kepala kantor
dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sepuluh seksi tersebut merupakan kelompok
structural yang dikepalai oleh masing-masing seorang Kepala Seksi dan/atau Kepala
Subbag. Sementara itu, kelompok jabatan fungsional langsung bertanggung jawab
kepada Kepala Kantor dalam menjalankan tugasnya memeriksa ketidakbenaran
pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Berikut ini adalah struktur organisasi
yang terdapat pada KPP Pratama Makassar Selatan beserta tugas dan fungsinya.
1) Kepala Kantor
Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan
penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan penerimaan perpajakan dalam wilayah
wewenangnya sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
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2) Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
Sub bagian umum mempunyai tugas pokok untuk melakukan urusan
kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga yaitu pengurusan surat masuk
ke KPP Pratama Makassar Selatan yang bukan dari WP, pengurusan surat-surat yang
akan keluar dari KPP Pratama Makassar Selatan, membimbing pelaksanaan tugas tata
usaha kepegawaian, menyelenggarakan inventarisasi alat perlengkapan kantor, alat
tulis dan kerja serta formulir di KPP Pratama Makassar Selatan.
3) Seksi Pengolahan data dan Informasi
Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencarian dan pengolahan
data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata
usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan
aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan
laporan kinerja.
4) Seksi Pelayanan
Seksi pelayanan membawahi “ Tempat Pelayanan Terpadu”. Atau biasa
disingkat dengan TPT. TPT adalah tempat pelayanan yang terdapat di KPP untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu, seksi pelayanan juga
bertugas melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukun perpajakan,
pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan
Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan,
pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.
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5) Seksi Penagihan
Mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak,
penundaan dan angsuran tunggakan pajak, pelaksanaan penagihan aktif, usulan
penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen dokumen penagihan.
6) Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan.
Mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan penatausahaan potensi
perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, pembentukan
dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, dan
kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7) Seksi Pemeriksaan
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan,
pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat
Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
8) Seksi pengawasan dan konsultasi I, II, III, dan IV.
Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban
perpajakan Wajib Pajak, bimbingan, himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi
teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja Wajib Pajak,
rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan
pembetulan ketetapan pajak, serta melakukan evaluasi hasil banding. Untuk
menjalankan tugas tersebut, seksi waskon mempunyai petugas yang diangkat sebagai
Account Representative (AR). Seluruh wilayah kerja dibagi ke dalam empat seksi
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waskon, masing-masing satu kecamatan kecuali untuk Kecamatan Panakkukang
dibagi menjadi dua untuk waskon III dan waskon IV.
9) Fungsional Pemeriksa
Mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan
fungsional masing-masing di bidang pemeriksaan berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku yaitu melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Dalam
melaksanakan tugasnya, pejabat fungsional pemeriksa berkoordinasi dengan seksi
pemeriksaan.
2. Wilayah Kerja
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah salah satu dari tiga
KPP Pratama yang ada di Kota Makassar. Kantor ini mencakup empat wilayah
administrasi kecamatan, yaitu Rappocini, Makassar, Panakkukang, dan Manggala.
Total luas wilayah kerja mencapai 52,94 km2 yaitu mencakup 30,12 persen luas
wilayah Kota Makassar. Jumlah penduduk dalam wilayah kerja tersebut sebanyak
466.272 jiwa yaitu melingkupi sebanyak 37,19 persen dari total penduduk di Kota
Makassar dengan kepala keluarga berjumlah 95.980 atau sebesar 32,38 persen dari
total kepala keluarga di Kota Makassar. Jumlah kelurahan dalam wilayah kerjanya
sebanyak 41 kelurahan yaitu sebesar 28,67 persen dari seluruh kelurahan yang
terdapat di Kota Makassar.
Dari empat kecamatan wilayah kerja KPP Pratama Makassar Selatan, luas
wilayah Kecamatan Manggala mencapai 45 persen dari seluruh wilayah kerja KPP
Pratama Makassar Selatan, disusul oleh Kecamatan Panakkukang sebesar 32 persen,
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Kecamatan Rappocini 17 persen, dan terakhir Kecamatan Makassar sebesar 5 persen.
Namun demikian, luas wilayah bukan satu-satunya faktor penentu potensi perpajakan
suatu wilayah. Faktor lain yang menentukan adalah jumlah penduduk per kecamatan.
Dari jumlah penduduknya, Kecamatan Rappocini menempati urutan pertama yaitu
sebanyak 145.090 jiwa atau sebesar 31,12 persen. Selanjutnya, berturut-turut disusul
oleh Kecamatan Panakkukang sebanyak 136.555 jiwa (29,29 persen), Kecamatan
Manggala sebanyak 100,484 jiwa (21,55 persen), dan Kecamatan Makassar sebanyak
84.143 jiwa (18,04 persen). Presentasi wilayah, keluarahan, penduduk dan kepala
keluarga di Wilayah KPP Pratama Makassar Selatan disajikan dalam Tabel 4.1
Tabel 4.1












52,94 41 466,272 95,98
2. Kota
Makassar
175,77 143 1253656 296374
Persentase 30.12% 28,67% 37,19% 32,38%
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (2019)
3. Visi dan Misi
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan memiliki visi “Menjadi
kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan dalam penerimaan,
profesional dan dipercaya oleh masyarakat” dan misinya yaitu “Meningkatkan
kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan
negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan”. Selain itu, KPP
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Kuesioner yang dibagikan berjumlah 95 dengan pembagian sebagai berikut :
Tabel 4.2
Data Distribusi Kuesioner
No Keterangan Jumlah Kuesioner Presentase
1 Kuesioner yang disebarkan 95 100 %
2 Kuesioner yang tidak kembali 7 7,36%
3 Kuesioner yang kembali 88 92,6 %
4 Kuesioner yang cacat 1 1,0 %
5 Kuesioner yang dapat diolah 87 91,5 %
n sampel = 87
Responden Rate = (87/95) x 100% = 91%
Tabel 4.2 mennujukkan bahwa kuesioner yang disebarkan berjumlah 95 butir
dan kuesioner yang kembali 88 dan dapat diolah adalah sebanyak 87 butir atau pada
tingkat pengembalian dapat diperoleh adalah 91,5 % dari total yang disebarkan.
Sedangkan kuesioner yang tidak kembali adalah 7 butir atau tingkat yang diperoleh
sebesar 7,36 %. Dari kuesioner yang tidak kembali sebesar 7 butir disebabkan karena
kesibukan dan keterbatasan waktu untuk mengisi dan mengembalikan kuesioner.
Sedangkan kuesioner yang cacat atau tidak dapat diolah sebesar 1,0%.
Terdapat empat karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian
ini, yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan lamanya dikukuhkan sebagai
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pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.
Karakteristik responden tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel mengenai
data responden sebagai berikut:
a. Jenis Kelamin
Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah Presentase
1 Laki- Laki 46 52,87%
2 Perempuan 41 47,12%
Jumlah 87 100%
Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak adalah
reponden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 46 orang atau sebesar 52,87 %
sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebesar 41 orang atau sebesar 47,12 %.
Hal ini juga menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak yang berada di lingkup
wilayah kantor pelayanan pajak pratama Makassar Selatan yang patuh membayar
kewajibannya di dominasi oleh pengusaha berjenis kelamin perempuan. Banyaknya
pengusaha kena pajak yang berjenis kelamin laki-laki salah satunya disebabkan oleh
jumlah dari pengusaha yang berjenis laki-laki itu sendiri dibandingkan dengan
pengusaha yang berjenis kelamin perempuan serta adanya beberapa alasan lainnya.
b. Usia
Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
No Usia Jumlah Presemtase
1 18-30 Tahun 21 24,13%
2 31-40 Tahun 30 34,48%
3 41-50 Tahun 28 32,58 %
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4 >50 Tahun 8 9,19%
Jumlah 87 100%
Sumber: Data primer yang diolah (2020)
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa usia paling banyak di dominasi usia antara 31-
40 yaitu tahun sebanyak 30 orang dengan tingkat presentase 34,448%. Tingkat kedua
tertinggi yakni usia 41-50 tahun yakni sebanyak 28 orang dengan tingkat presentase
32,58% tingkat ketika yaitu usia 18-30 tahun yakni sebanyak 21 orang dengan tingkat
presentase 24,13% dan tingkat terendah adalah usia > 50 tahun sebanyak 8 orang
dengan tingkat presentase sebesar 9,19%.
c. Tingkat pendidikan
Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah Presentase
1 SMA 18 20,68%
2 D3 5 5,74%
3 S1 59 67,81%
4 S2 4 4,59%
5 S3 1 1,14%
Jumlah 87 100%
Sumber: Data primer yang diolah (2020)
Tabel 4.5 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden dalam penelitian
ini sebagian besar telah menempuh pendidikan SMA 18 orang responden, dengan
tingkat presentase sebanayak 20,68%, D-3 sebanyak 5 responden dengan tingkat
presentase 5,74%, pendididkan S-1 sebanyak 59 responden dengan tingkat presentasi
67,81%, pendidikan S-2 sebanyak 4 responden dengan tingkat presentase 4,59%%,
pendidikan S-3 sebanyak 1 responden dengan tingkat presentase sebesar 1,14%.
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d. Lamanya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
Tabel 4.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa
No Masa Kerja Jumlah Presentase
1 0-5 Tahun 55 63,21%
2 6-10 Tahun 24 27,58 %
3 >10 Tahun 8 9,19%
Jumlah 87 100 %
Sumber: Data primer yang diolah (2020)
Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini
yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak rentang waktu 0-5 tahun sebanyak 55
responden dengan tingkat presentase 63,21%, dikukuhkan selama 6-10 tahun
sebanyak 24 responden dengan tingkat presentase 27,58%. Selanjutnya dengan
rentang waktu >10 tahun sebanyak 8 responden dengan tingkat presentase 9,19%
dalam penelitian ini.
2. Analisis Deskriptif
a. Analisis Deskriptif Variabel
Tabel 4.7
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
E-Faktur 87 34,00 50,00 41,5287 3,92914
E-SPT 87 30,00 50,00 41,9655 4,23015
Gender 87 ,00 1,00 ,5287 ,50207
Kepatuhan PKP 87 16,00 25,00 21,1724 2,44572
Valid N (listwise) 87
Sumber: Data primer yang diolah (2020)
Tabel 4.7 menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel
penelitian. Pada  kolom minimum akan menunjukkan nilai terendah dalam variabel
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sedangkan kolom maximum menunjukkan nilai tertinggi dalam variabel. Berdasarkan
tabel 4.7 hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap E-faktur
nilai minimum sebesar 34, nilai maximum sebesar 50 serta nilai rata-ratanya (mean)
41,52 dengan standar deviasi sebesar 3,92. Selanjutnya hasil analisis dengan
menggunakan statisik deskriptif terhadap variabel E-SPT menunjukkan nilai minimm
sebesar 30, nilai maximum 50, dan mean (rata-rata) 41,96 dengan standar deviasi
sebesar 4,23. Selanjutnya hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel gender
menunjukkan nilai minimum sebesar 0, maximum 1 dan nilai mean (rata-rata) sebesar
0,52 dengan standar deviasi sebesar 0,50. Selanjutnya hasil analisis deskriptif
terhadap variabel Kepatuhan PKP menunjukkan nilai minimum sebesar 16,
sedangkan maximum 25, dan Mean (rata-rata) 21,17 dengan standar deviasi sebesar
2,44.
b. Analisis Deskriptif Pernyataan
1) Analisis Deskripsi Pernyataan E-Faktur
Tabel 4.8
Deskripsi Item Pernyataan Variabel E-Faktur
Jawaban Responden STS TS RG S SS Total Rata-rata
Bobot 1 2 3 4 5
X1.1 35 52 400 4,59
X1.2 5 7 59 16 347 3,98
X1.3 25 9 47 6 295 3,39
X1.4 4 51 32 376 4,32
X1.5 4 56 27 371 4,26
X1.6 1 11 57 18 353 4,05
X1.7 1 60 26 373 4,28
X1.8 1 2 59 25 369 4,24
X1.9 71 16 364 4,18
X1.10 1 68 18 365 4,19
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Rata-rata Keseluruhan 4,14
Sumber: Data primer yang diolah (2020)
Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa 87 responden yang diteliti.
Secara umum persepi responden terhadap item-item pernyataan pada E-Faktur berada
pada skor 4,14. Hal ini berarti bahwa rata-rata responden memberikan persepsi setuju
pada variabel E-Faktur. Pada variabel E-Faktur terlihat bahwa nilai indeks tertinggi
4,59. Berada pada item pernyataan kelima yang menunjukkan bahwa pengguna E-
Faktur sangat setuju menyatakan bahwa dengan adanya E-Faktur lebih efisien dan
efektif dibandingkan dengan yang manual.
2) Analisis Deskripsi Pernyataan E-SPT
Tabel 4.9
Deskripsi Item Pernyataan Variabel E-SPT
Jawaban Responden STS TS RG S SS Total Rata-
rata
Bobot 1 2 3 4 5
X2.1 1 33 53 400 4,59
X2.2 1 23 48 15 338 3,88
X2.3 22 12 46 7 299 3,43
X2.4 1 1 49 36 381 4,37
X2.5 6 52 29 371 4,26
X2.6 1 2 53 32 378 4,34
X2.7 3 69 15 360 4,13
X2.8 1 3 54 29 372 4,27
X2.9 3 66 18 363 4,17
X2.10 6 34 47 389 4,47
Rata-rata Keseluruhan 4.19
Sumber: Data primer yang diolah (2020)
Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa 87 responden yang diteliti.
Secara umum persepi responden terhadap item-item pernyataan pada E-SPT berada
pada skor 4.19. Hal ini berarti bahwa rata-rata responden menjawab setuju pada
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variabel E-SPT. Pada variabel E-SPT terlihat bahwa nilai indeks tertinggi 4,59.
Berada pada item pernyataan pertama. Responden penelitian ini terdiri dari siapa saja
wajib pajak yang mendatangi kantor pelayanan pajak Makassar selatan pada waktu
penelitian dilakukan. Sebagian besar pengusaha kena pajak mengatakan bahwa
membayar pajak tepat waktu sangatlah penting sehingga harus dipenuhi setiap
tahunnya.
3) Analisis Deskripsi Pernyataan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
Tabel 4.10
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
Jawaban
Responden
STS TS RG S SS Total Rata-rata
Bobot 1 2 3 4 5
Y.1 5 57 25 368 4,22
Y.2 4 58 25 369 4,24
Y.3 5 7 49 26 357 4,10
Y.4 7 8 49 23 349 4,01
Y.5 2 32 53 399 4,58
Rata-rata Keselruhan 92,76
Sumber: Data primer yang diolah (2020)
Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa 87 responden yang diteliti.
Secara umum persepi responden terhadap item-item pernyataan pada kinerja
manajerial berada pada skor 92,76. Hal ini berarti bahwa rata-rata responden
menjawab setuju pada variabel kepatuhan pengusaha kena pajak. Pada variabel
kepatuhan pengusaha kena pajak terlihat bahwa indeks tertinggi kinerja manajerial
terlihat bahwa nilai indeks tertinggi 4,58. Berada pada item pernyataan kelima.
Responden penelitian ini terdiri dari pengusaha kena pajak yang ditemukan di kantor
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pelayanan perpajakan Makassar Selatan selama rentang waktu dilakukannya
penelitian ini.
4) Analisis Deskripsi Variabel Gender
Tabel 4.11
Deskripsi Item Variabel Gender




Berdasarkan tabel 4.11 Menunjukkan bahwa jumlah terbanyak adalah
pengusaha kena pajak berjenis kelamin laki-laki sebanyak 46 orang dengan
persentase 52,1%. Sedangkan pengusaha kena pajak yang berjenis kelamin
perempuan berjumlah 41 orang dengan presentasi 47,1%. Dari penelitian berdasarkan
tabel diatas menunjukkan kecenderungan pengusaha kena pajak yang berjenis
kelamin laki-laki untuk membayar pajak dibandingkan pengusaha kena pajak yang
perempuan. Alasan lain, mengapa lebih cenderung pengusaha kena pajak laki-laki
dibandingkan yang berjenis kelamin perempuan karena pada dasarnya pengusaha
yang berjenis kelamin laki-laki memang cenderung lebih banyak dari perempuan.
C. Uji Kualitas Data
1. Uji Validitas
Uji validitas data merupakan prosedur untuk memastikan apakah kuesioner
yang akan dipakai untuk mengatur variabel penelitian valid dan tidak. Kuesioner
dapat dikatakan valid apabila penyataan pada kuesioner mampu untuk
mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersbut. Untuk mengetahui item
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penyataan mempunyai r hitung >  r tabel. Maka dikatakan valid. Pada penelitian ini
terdapat jumlah sampel (n) = 87 responden dan besarnya df dapat di hitung 87-2= 85
denga df = 87 dan alpha= 0.79 maka r tabel = 0,2108. Jadi item pernyataan yang valid
mempunyai r hitung > lebih besar dari 0,2352.




Variable Item r hitung R table Keterangan
E-Faktur X1.1 0, 621 0,2108 Valid
X1.2 0, 643 0,2108 Valid
X1.3 0, 673 0,2108 Valid
X1.4 0, 598 0,2108 Valid
X1.5 0, 703 0,2108 Valid
X1.6 0, 769 0,2108 Valid
X1.7 0, 745 0,2108 Valid
X1.8 0, 662 0,2108 Valid
X1.9 0, 718 0,2108 Valid
X1.10 0, 749 0,2108 Valid
E-SPT X2.1 0, 686 0,2108 Valid
X2.2 0, 752 0,2108 Valid
X2.3 0, 730 0,2108 Valid
X2.4 0, 712 0,2108 Valid
X2.5 0,757 0,2108 Valid
X2.6 0, 729 0,2108 Valid
X2.7 0, 721 0,2108 Valid
X2.8 0, 719 0,2108 Valid
X2.9 0, 686 0,2108 Valid
X2.10 0, 595 0,2108 Valid
Kepatuhan
PKP
Y.1 0, 775 0,2108 Valid
Y.2 0, 770 0,2108 Valid
Y.3 0, 864 0,2108 Valid
Y.4 0, 820 0,2108 Valid
Y.5 0, 495 0,2108 Valid
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Dari tabel 4.12 tersebut menunjjukkan bahwa seluruh item pernyataan
memiliki nilai koefisien korelasi positif dan >  r tabel hal ini berarti bahwa data yang
diperoleh telah valid dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.
2. Uji Realibilitas
Uji realibilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan
indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal
jika jawaban seseorang  terhadap penyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke
waktu. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan metode Alpha Cronbach yakni suatu
instrumen dikatakan reliable jika memiliki koefisien keandalan realibilitas sebesar
0,60 atau lebih. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilakukan pada tabel berikut.
Tabel 4.13
Hasil Uji Reliabilitas
No Variabel Croncbach’ Alpha Keterangan
1 E-faktur 0855 Reliable
2 E-SPT 0,879 Reliable
3 Kepatuhan PKP 0,799 Reliable
Tabel 4.13 menunjukkan nilai Croncbach’ Alpha dari semua variabel lebih
besar dari 0,60 sehinga dapat dikatakan bahwa istrumen dari kuesioner yang
digunakan reliable untuk penjelasan variabel E-Faktur, E-SPT dan Kepatuhan PKP.
D. Uji Asumsi Klasik
Sebelum menggunakan teknik analisis Regresi Linear Berganda untuk uji
hipotesis, maka terlebih dahulu  dilaksanakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik
dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang dilakukan dalam analisis
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Regresi Linear terpenuhi, uji asumsi klasik dalam penelitian ini menguji normalitas
data secara statistik, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi.
1. Uji Normalitas
Uji normalitas lakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi secara
normal atau tidak maka uji statistik yang dilakukan yaitu pengujian one sample
kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas yang
dilakukan menunjukkan bahwa berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan denga nilai















Asymp. Sig. (2-tailed) ,403
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: Data primer yang diolah (2020)
Berdasarkan grafik histogram dan uji statistik sederhana dapat disimpulkan
bahwa data terdistibusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik
kolmogorov-Smirnov. Dari tabel 4.14 dapat dilihat signifikansi nilai kolmogorov-
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Smirnov yang diatas tingkat kepercayaan 5% yaitu sebesar 0,403. Hal tersebut
menunjukkan bahwa data terdistibusi normal.
Selanjutnya faktor lain yang digunakan untuk melihat apakah data
terdistribusi dengan normal yaitu dengan melihat grafik normal plot.
Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas - Grafik Normal Probability Plot
Sumber: Data primer yang diolah (2020)
Gambar 4.1  menunjukkan bahwa adanya titik-titik data yang tersebar
disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik tersebut mengikuti arah garis
diagonal. Hal ini berarti bahwa model-model regresi dalam penelitian ini memenuhi
asumsi normalitas berdasarkan analisis grafik normal probability plot.
2. Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Independen). Model regresi yang
baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengujian
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Moltikolonealritas dapat dilihat dari tolerance falue dan variance inpation factor
(VIF) sebagai berikut:
a. Jika nilai tolerance > 0.10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak
terdapat Multikolinearitas pada penelitian tersebut
b. Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa terdapat









a. Dependent Variable: Kepatuhan PKP
Sumber: Data primer yang diolah (2020)
Berdasarkan hasil pengujian tabel 4.15 diatas, nilai VIF untuk semua variabel
memiliki nilai lebih kecil dari 10. Untuk variabel penjelasan variabel E-Faktur senilai
2,898, E-SPT 2,905, Gender senilai 1,053. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat
gejala multikolinerlitas antar variabel independen karena semua variabel memiliki
nilai kecil dari 10. Hasil ini juga didukung oleh nilai tolerance juga menujukkan nilai
yang lebih besar dari 0,10. Dimana variabel E-Faktur memiliki nilai tolerance senilai
0,345, E-SPT senilai 0,344, variabel gender senilai 0,950.
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dan recidual dari recidual satu pengamatan ke pengamatan
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yang lain. Untuk mendeteksi adanya Heteroskedasitas dapat dilakukan dengan
menggunakan Sactter Plot. Apabila tidak terdapat pola yang teratur, maka model
regresi trsebut bebas dari masalah heteroskedasitas. Hasil pengujian heteroskedasitas
dengan metode Sactter Plot sebagai berikut
Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas- Grafik Scatterplot
Sumber: Data primer yang diolah (2020)
Hasil uji heteroskedastisitas dari gambar 4.2 menunjukkan bahwa grafik
Scatter Plot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, dimana titik-
titik penyebaran secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada
sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedsitas. Pada model
regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kinerja manajerial.
Berdasarkan variabel E-Faktur, E-SPT, Kepatuhan PKP dan Gender.
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Tabel 4.16
Hasil Uji Heteroskedastisitas- Uji Glejser
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 1,977 1,303 1,517 ,133
E-Faktur -,047 ,052 -,166 -,908 ,366
E-SPT ,036 ,048 ,139 ,759 ,450
Gender -,392 ,243 -,177 -1,610 ,111
a. Dependent Variable: AbsUt
Sumber: Data primer yang diolah (2020)
4. Uji Autokorelasi
Bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi
antara kesalahan penganggu pada periode – t dengan kesalahan pada periode t – 1. Uji
durbin Watson ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 ( first order
autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi
dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen . Hipotesis yang akan diuji








Cases < Test Value 43
Cases >= Test Value 44
Total Cases 87
Number of Runs 47
Z ,541
Asymp. Sig. (2-tailed) ,589
a. Median
Sumber: Data primer yang diolah (2020)
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat runs test yang ditunjukkan oleh nilai
Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,589 > 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian
ini terbebas dari gejala autokorelasi.
E. Uji Hipotesis
Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1 ,dan H2
menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen (E-
Faktur dan E-SPT, sedangkan untuk menguji hipotesis H3 dan H4 menggunakan
analisis moderasi dengan pendekatan uji interaksi.
1. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis  Peneltian H1 dan  H2,
Tabel 4.18
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 ,693a ,480 ,468 1,78397
a. Predictors: (Constant), E-SPT, E-Faktur
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Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.18 hal ini menunjukkan nilai R
Square dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan
variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variabel terikat (dependen). Dari
tabel diatas menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,480 Hal tersebut
menunjukkan bahwa 48,0% menyatakan bahwa kepatuhan pengusaha kena pajak
dipengaruhi oleh E-Faktur dan E-SPT. Adapun sisanya yakni sebesar 52% yang
dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini.
Tabel 4.19
Hasil Uji F-Uji Simultan
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1
Regression 247,079 2 123,539 38,818 ,000b
Residual 267,335 84 3,183
Total 514,414 86
a. Dependent Variable: Kepatuhan PKP
b. Predictors: (Constant), E-SPT, E-Faktur
Berdasarkan tabel 4.19 di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian
regresi berganda menunjukkan hasil F hitung yakni sebesar 38,818 dengan tingkat
signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, di mana nilai F hitung (38,818) lebih
besar dari nilai F tabelnya sebesar 3.111 yang diperoleh dari df1=4-1=3 dan df2=87-




Hasil Uji T -Uji Parsial
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 3,019 2,096 1,441 ,153
E-Faktur ,182 ,081 ,292 2,232 ,028
E-SPT ,253 ,076 ,437 3,338 ,001
a. Dependent Variable: Kepatuhan PKP
Berdasararkan tabel 4.20 di atas  dapat  di analisis  model dimensi  sebagai
berikut
Y= 3,019 + 0,182X1+ 0,253X2




b1 dan b2 = Koefisien Regresi
dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:
a) Nilai konstanta sebesar 3,019 mengindikasikan bahwa jika variabel  inpenden
(E-Faktur, dan E-SPT)  adalah nol maka kepatuhan pengusaha kena pajak  akan
berjumlah sebesar 3,019.
b) Koefisien regresi variabel E-Faktur (X1) sebesar 0,182 mengindikasikan bahwa
setiap kenaikan satu variabel E-Faktur maka akan meningkatkan kepatuhan
pengusahasa kena pajak sebesar 0,182.
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c) Koefisien regresi vaiabel E-SPT (X2) sebesar 0,253 mengindikasikan bahwa
setiap kenaikan satu variabel E-SPT maka akan meningkatkan kepatuhan
pengusaha kena pajak sebesar 0,253.
Hipotesis yang diajukan akan diinterpretasikan berdasarkan hasil uji T atau uji
parsial di atas. Hasil interpretasi dijabarkan sebagai berikut:
a. Berdasarkan pada tabel 4.20 dapat dilihat bahwa variabel E-Faktur memiliki
nilai t hitung sebesar 2,232 lebih besar dari t tabel 1.988 (2,232 > 1,988)
dengan probabilitas tingkat signifikan 0,028 lebih kecil dari tingkat
signifikan yaitu 0,05 maka H1 diterima dan koefisien berpengaruh positif.
Hal ini berarti E-Faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan pengusaha kena pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
apabila penggunaan E-faktur semakin meningkat maka kepatuhaan
pengusaha kena pajak akan semakin meningkat.
b. Berdasarkan pada tabel 4.20 dapat dilihat bahwa variabel E-SPT memiliki
nilai t hitung sebesar 3,338 lebih besar dari t tabel 1.989 (3,338>1,989)
dengan probabilitas tingkat signifikan 0,001 lebih kecil dari tingkat
signifikan yaitu 0,05 maka H2 diterima dan koefisien berpengaruh positif.
Hal ini berarti E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
pengusaha kena pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila
penggunaan E-SPT semakin meningkat dan lebih efisien  maka kepatuhaan
pengusaha kena pajak akan semakin meningkat.
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2. Hasil Uji Regresi Moderasi dengan Pendekatan Uji Interaksi atau





Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 ,804a ,646 ,624 1,49996
a. Predictors: (Constant), X2_M, Zscore:  Gender, Zscore:  E-Faktur, X1_M, Zscore:  E-SPT
Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.21 menunjukkan nilai R square
dari model regresi moderasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan
variabel moderasi menjelaskan variabel bebas (independen) dan variabel terikat
(dependen) atau seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen yang didukung variabel moderasi. Dari tabel 4.21 diatas nilai R square
sebeesar  0,646 atau 46,6% Hal ini berarti bahwa 46,6% kepatuhan pengusaha kena
pajak dijelaskan oleh variabel E-Faktur, E-SPT dan Gender. Sedangkan sisanya
dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.
Tabel 4.22
Uji F- Uji Simultan
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1
Regression 332,174 5 66,435 29,528 ,000b
Residual 182,240 81 2,250
Total 514,414 86
a. Dependent Variable: Kepatuan PKP
b. Predictors: (Constant), X2_M, Zscore:  Gender, Zscore:  E-Faktur, X1_M, Zscore:  E-SPT
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Hasil uji F pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 29,528
dengan probabilitas tingkat kesalahan lebih kecil dari tingkat signifikan yang
diharapkan yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa E-Faktur, E-SPT dan Gender
secara simultan mempengaruhi kepatuhan pengusaha kena pajak yang berada dalam
wilayah kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.
1. Regresi dengan Interaksi
Tabel 4.23
Hasil Uji t- Uji Parsial
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 19,442 ,327 59,478 ,000
Zscore:  E-Faktur ,778 ,276 ,318 2,821 ,006
Zscore:  E-SPT 1,141 ,279 ,467 4,088 ,000
Zscore:  Gender -,259 ,169 -,106 -1,535 ,129
X1_M ,725 ,358 ,213 2,026 ,046
X2_M ,713 ,340 ,222 2,098 ,039
a. Dependent Variable: Kepatuan PKP
Berdasarkan pada Tabel 4.23 di atas hasil interpretasi dan pembahasan atas
hipotesis penelitian (H3. dan H4) dapat dilihat sebagai berikut:
a. Hasil uji MRA yang tersajikan pada tabel 4.23 menunjukkan bahwa variabel
moderating X1M memiliki t hitung > t tabel, yaitu t hitung sebesar 2,026
sementara pada t tabel yakni sebesar 1.98861 tingkat signifikansi 0,046
lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel gender
merupakan variabel yang mampu memoderasi hubungan variabel E-Faktur
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terhadap variabel kepatuhan pengusaha wajib pajak dalam membayar
kewajibannya. Oleh karena itu hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam
penelitian ini terbukti atau diterima.
b. Hasil uji MRA yang tersajikan pada tabel 4.23 menunjukkan bahwa variabel
moderating X2M memiliki t hitung > t tabel, yaitu t hitung sebesar 2,098
sementara pada t tabel yakni sebesar 1.989 tingkat signifikansi 0,039 lebih
kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel gender merupakan
variabel yang mampu memoderasi variabel E-SPT terhadap kepatuhan
pengusaha kena pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Oleh karena
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1. Pengaruh E-Faktur terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak
Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini adalah E-Faktur berpengaruh
positif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Berdasarkan hasil analisis yang
telah dipaparkan sebelumnya E-Faktur berpengaruh positif dan signifkan terhadap
kepatuhan pengusaha kena pajak, artinya hipotesis pertama diterima. Hal ini berarti
semakin tinggi tingkat pemakaian E-Faktur dan semakin baik penerapannya dalam
sebuah instansi maka kepatuhan wajib pajak khususnya pengusaha kena pajak akan
semakin meningkat.
Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa dengan adanya E-Faktur sangat
membantu dalam peningkatan kepatuhan pengusaha kena pajak dalam menunaikan
kewajibannya. Sistem E-Faktur Pajak atau pembuatan Faktur Pajak secara elektronik
ini diharapkan akan mampu meningkatkan kemudahan PKP dalam melaporkan
pajaknya, juga untuk menghindari potensi kecurangan dalam pelaporan pajak yang
ditanggungnya dan juga sebagai langkah Direktorat Jenderal Pajak dalam
melanjutkan modernisasi administrasi perpajakan yang telah dicanangkan.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mustapha dan Obid (2015), yang
menyatakan ada hubungan positif yang signifikan antara kualitas layanan pajak dan
sistem pajak online. Hubungan antara kualitas layanan pajak dan persepsi kemudahan
penggunaan juga signifikan secara statistik dengan nilai 0,93 dan kemudahan yang
dirasakan penggunaan memiliki statistic positif dengan sistem pajak online pada nilai
signifikan 0.61. Hal ini sejalan pula dengan Technology Acceptance Model (TAM)
adalah sebuah model yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mampu
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memprediksi persepsi pengguna terkait manfaat dan kemudahan dalam menggunakan
untuk menentukan sikap terhadap penerapan teknologi Informasi (Yudi & Tambotoh,
2013).
Davis et al (1989) menyusun model Technology Acceptance Model (TAM)
untuk menjelaskan model konseptual dari penerimaan pengguna terhadap sistem
informasi teknologi atau teknologi baru. Technology Acceptance Model (TAM)
merupakan adaptasi dari model Theory of Reasoned Action (TRA) yang secara
khusus dirancang untuk model penerimaan penggunaan sistem informasi.
2. Pengaruh E-SPT terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini adalah E-SPT berpengaruh positif
terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Berdasarkan hasil analisis yang telah
dipaparkan sebelumnya E-SPT berpengaruh positif dan signifkan terhadap kepatuhan
pengusaha kena pajak, artinya hipotesis kedua diterima. Hal ini berarti semakin tinggi
tingkat pemakaian dan pemahaman serta keefektifan penggunaan E-SPT maka akan
mempengaruhi kepatuhan pengusaha kena pajak untuk memenuhi kewajibannya.
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau
bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Sementara yang dimaksud dengan E-SPT adalah
penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan
menggunakan media komputer (Diana dan Setawati, 2004: 9). Tujuan dari E-SPT
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adalah meminimalisir kesalahan-kesalahan Wajib Pajak dan mempermudah pelaporan
SPT.
Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Falerian R.A Tamboto (2013)
menunjukkan bahwa penerapan E-SPT PPN  berpengaruh  terhadap efisiensi
pengisian SPT menurut persepsi pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Manado. Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai
bentuk peningkatan kualitas layanan perpajakan salah satunya dengan
dikembangkannya pelaporan pajak dengan menggunakan elektronik pajak seperti E-
SPT (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak). Penerapan e-SPT tidak terlepas dari
berbagai perilaku pemikiran wajib pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan
wajib pajak badan, adapun analisis perilaku wajib pajak terkait dengan penerapan E-
SPT dapat dilihat dari manfaat kegunaan sistem, persepsi kemudahan kegunaan, dan
kondisi yang memfasilitasi (Sari dkk, 2014).
Penerapan sistem administrasi perpajakan modern berbasis teknologi
informasi berupa sistem administrasi pembayaran pajak dengan Modul Penerimaan
Negara dan sistem administrasi pelaporan SPT dengan E-SPT berpengaruh secara
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Napitupulu, 2014).  Penelitian yang
dilakukan oleh Aryani (2017) menyimpulkan bahwa adanya E-SPT, pelaporan SPT-
Masa PPN menjadi lebih cepat, akurat serta dapat menghemat biaya dan waktu.
Penelitian ini sejaaalan pula dengan Teori Moral Pajak (Tax Morale Theory) dimana
Moral perpajakan (tax morale) diartikan sebagai motivasi intrinsik untuk kepatuhan
membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-
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barang publik (Torgler & Schneider, 2005). Tingkat moral pajak diprediksi akan
mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Tingkat moral pajak menentukan tingkat
kepatuhan seseorang terhadap peraturan perpajakan. Faktor kepercayaan terhadap
sistem hukum dan perpajakan berperan penting untuk meningkatkan moral
perpajakan.
3. Gender Memoderasi Hubungan E-Faktur terhadap Kepatuhan
Pengusaha Kena Pajak
Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah gender
memoderasi hubungan E-Faktur terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.
Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan MRA menunjukkan
bahwa gender memoderasi pengaruh E-Faktur terhadap kepatuhan pengusaha kena
pajak, artinya hipotesis diterima. Hipotesis dalam penelitian ini dimana gender
memoderasi E-Faktur dimana memiliki nilai signifikan 0,046 lebih lebih kecil dari
0,05. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemakaian dan pemahaman serta
keefektifan penggunaan E-Faktur maka akan mempengaruhi kepatuhan pengusaha
kena pajak.
Menurut Purwono (2010: 284), faktur pajak adalah bukti pungutan pajak
yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau
JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai. Undang-undang mewajibkan Pengusaha Kena Pajak
membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP. Sejalan dengan
mekanisme pemungutan yang ada dalam PPN, faktur pajak dibuat oleh pihak yang
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memungut PPN yaitu yang menyerahkan BKP dan/atau JKP. Faktur pajak tidak perlu
dibuat secara khusus atau dibedakan dengan faktur penjualan.
Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: (1)
penyerahan Barang Kena Pajak; (2) penyerahan Jasa Kena Pajak; (3) ekspor Barang
Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau (4) ekspor Jasa Kena Pajak. Pengusaha Kena
Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang
dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang
sama selama 1 (satu) bulan kalender yang disebut dengan Faktur Pajak gabungan.
Bentuk e-Faktur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan
hasil keluaran (output) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau
disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Hak ini sejalan pula dengan theory TAM
yang di dalamnya membahas mengai teknologi.
Gender sendiri adalah perbedaan perilaku antara pria dan wanita yang
dikonstruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan ketentuan dari Tuhan,
diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Gender
dibagi menjadi dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan, sehingga responden dari
penelitian ini menggunakan pegawai/karyawan laki-laki dan perempuan. Berdasarkan
Coate & Frey (2000 dalam Dharma 2016), terdapat dua pendekatan yang biasa
digunakan untuk  memberikan pendapat mengenai pengaruh gender terhadap perilaku
etis maupun persepsi individu terhadap perilaku tidak etis, yaitu pendekatan
struktural dan pendekatan sosialisasi.  Pendekatan    struktural, menyatakan   bahwa
perbedaan   antara pria dan   wanita disebabkan   oleh sosialisasi  awal  terhadap
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pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan peran lainnya. Tidak Sejalan dengan Dharma
(2016), perbedaan gender mempengaruhi persepsi penggelapan pajak. Penelitian yang
dilakukan Astuti dan Panjaitan (2017) menyimpulkan bahwa e-Faktur memiliki
pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
4. Gender Memoderasi Pengaruh E-SPT terhadap Kepatuhan Pengusaha
Kena Pajak
Hipotesis keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini adalah gender
memoderasi hubungan E-SPT tehadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Berdasarkan
hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan MRA menunjukkan bahwa gender
memoderasi pengaruh E-SPT tehadap kepatuhan pengusaha kena pajak, artinya
hipotesis keempat diterima. Hipotesis dalam penelitian ini dimana gender
memoderasi E-SPT dikatakan diterima dimana memiliki nilai signifikan 0,039 lebih
kecil dari 0,05 sehingga hipotesis dikatakan diterima.
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau
bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Sementara yang dimaksud dengan eSPT adalah
penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan
menggunakan media komputer (Diana dan Setawati, 2004: 9)
Penelitian yang dilakukan oleh Dyanrosi (2015) tentang pengaruh jenis
kelamin (gender) terhadap persepsi kemudahan penggunaan (perceived easy of use)
sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang disebut dengan
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e-filing diperoleh hasil koefisien jalur sebesar 0.085. Koefisien jalur tersebut
menunjukkan bahwa pengaruh jenis kelamin terhadap persepsi kemudahan
penggunaan adalah berbanding lurus. Nilai t-hitung yang diperoleh adalah 0,909<t-
tabel yaitu 1.98, sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh
signifikan terhadap persepsi kemudahan penggunaan berbeda dengan penelitian yang
mendapatkan hasil sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan baik laki-laki maupun
perempuan sama-sama merasakan kemudahan dalam menggunakan e-filing.
Membahas mengenai penggunaan lemajuan teknologi dalam upaya meningkatkan
pendapatan pajak serta kemudahannya, maka sejalan dengan theory Model TAM
yang mengkonsepkan bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi
baru. Asalnya dari pendekatan teori psikologis untuk menjelaskan pengguna yang
mengacu pada kepercayaan, sikap, minat, dan hubungan perilaku pengguna. Ciri khas
dari Model TAM adalah sederhana namun bisa memprediksi penerimaan maupun
penggunaan teknologi (Fatmawati, 2015). Technology acceptance model (TAM) ini
menjelaskan bahwa seseorang dalam melakukan sesuatu didorong oleh dua faktor
yaitu behavior beliefs dan Normatif beliefs.
Studi yang dilakukan oleh Hakim (2016) untuk menganalisis model
penerimaan pengguna yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah
menggunakan e-SPT dan e-Filing menyimpulkan bahwa adanya perbedaan model
penerimaan antara masing-masing kelompok jenis kelamin. Hal ini disebabakan
karena, pria pada umumnya lebih berorientasi tugas (task oriented) dibanding wanita,
sehingga tingkat kemanfaatan dan penyelesaian tugas relatif lebih kuat daripada
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wanita. Sedangkan wanita kemungkinan lebih berorientasi proses (process oriented)
sehingga usaha yang dikeluarkan untuk mempelajari sesuatu memiliki efek yang
lebih kuat dibanding pria. Menurut Ningrum dkk (2018),keberadaan perempuan
dalam dewan komisaris dan direksi (gender) dapat memperkuat pengaruh corporate





Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh E-Faktur dan E-
SPT terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dengan gender sebagai variabel
moderasi.
1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa E-Faktur berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Hal ini
mengindikasikan bahwa semakin tinggi pemahaman mengenai E-Faktur,
maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP)
Makassar Selatan.
2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa E-SPT berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Hal ini
menunjukkan semakin tinggi penggunaan E-SPT maka akan semakin tinggi
tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP) Makassar Selatan.
3. Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan MRA
menunjukkan bahwa gender mampu memoderasi pengaruh E-Faktur
terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa
perbedaan jenis kelamin (gender) mampu mempengaruhi hubungan E-Faktur
dengan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP) yang berada di KPP
Pratama Makassar Selatan.
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4. Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan MRA
menunjukkan bahwa gender mampu memoderasi pengaruh E-SPT terhadap
kepatuhan pengusaha kena pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan
jenis kelamin (gender) mampu mempengaruhi hubungan E-SPT dengan
tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP) yang berada di KPP Pratama
Makassar Selatan.
B. Keterbatasan Penelitian
1. Pembagian kuesioner yang terbilang memiliki rentang waktu yang cukup
lama yang disebabkan oleh tidak menentunya pengusaha kena pajak dalam
mengisi kuesioner dalam sehari sehingga menyebabkan lamanya
pengumpulan data dalam penelitian ini.
2. Dari sekian banyaknya pengusaha kena pajak yang berada dalam pelayanan
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan hanya 87 orang yang
bersedia mengisi kuesioner.
C. Saran
1. Penelitian ini bisa menjadi acuan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Makassar Selatan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan adanya basis
IT sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak dalam
memenuhi kewajibannya.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperluas lagi populasi
penelitian sehingga mendapatkan penelitian yang hasilnya bersifat umum
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dan menjadi acuan penelitian. Selain itu, bagi peneliti diharapkan dapat
menambah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan
pengusaha kena pajak serta mencari variabel lain yang dapat dijadikan
sebagai variabel moderasi.
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1. Kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data yang akan digunakan sebagai
dasar dalam penelitian ini dan tidak ada kaitannya dengan penilaian kerja
Bapak/Ibu.
2. Jawablah kuesioner ini dengan objektif, sesuai dengan kenyataan yang ada.
3. Tuliskan jawaban atau pendapat Bapak/Ibu pada kolom jawaban yang telah
disediakan atau dengan memberi tanda ceklis (√) pada pilihan yang sesuai.
C. Keterangan Pilihan Jawaban:
SS = Sangat Setuju
S = Setuju
RG = Ragu-ragu
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju
D. Daftar Pernyataan:
Nomor 1-10 merupakan pernyataan mengenai E-Faktur. Pilihlah jawaban
dibawah ini sesuai dengan yang telah anda lakukan.
No. Item Pernyataan SS S RG TS STS
1 Penggunaan E-Faktur lebih efisien dan efektif
dibandingkan secara manual.
2 Mempelajari cara penggunaan E-Faktur adalah mudah.
3 Saya tidak pernah mengalami kesulitan dalam
menggunakan E-Faktur.
4 E-Faktur memudahkan saya dalam pelaporan masa pajak
PPN.
5 Sering terjadinya penyalahgunaan faktur pajak, dapat
diminimalisir dengan adanya aplikasi E-Faktur.
6 E-Faktur dilengkapi dengan QR-Code sehingga saya
memperoleh perlindungan terhadap penyalahgunaan faktur
pajak yang tidak sah.
7 E-Faktur bermanfaat praktis bagi saya, karena dapat
memperoleh nomor seri faktur pajak tanpa perlu datang ke
Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
8 Membuat E-Faktur lebih mudah karena tidak perlu
melakukan instalasi manual aplikasi E-Faktur karena sudah
terdapat secara online pajak berbasis web.
9 Proses korespondensi antara Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat lebih cepat
dilakukan karena pengecekan E-Faktur bisa dilakukan
secara online.
10 Terhindar dari E-Faktur yang tidak lengkap karena semua
data E-Faktur langsung terverifikasi oleh Direktorat
Jenderal Pajak (DJP).
Nomor 11-20 merupakan pernyataan mengenai E-SPT. Pilihlah jawaban
dibawah ini sesuai dengan yang telah anda lakukan.
No. Item Pernyataan SS S RG TS STS
11. Saya merasa lebih terbantu menggunakan SPT secara
elektronik dibandingkan dengan secara manual
No. Item Pernyataan SS S RG TS STS
12. Kesalahan dalam pengisian dan perhitungan SPT, tidak
dapat lagi diminimalisir dengan sistem SPT manual.
13. Saya tidak pernah mengalami kesulitan dalam
menggunakan E-SPT
14. E-SPT memudahkan bagi saya karena dapat dilakukan
kapan saja (24 jam sehari dan 7 hari seminggu termasuk
hari libur) dan dapat dilakukan di mana saja yang memiliki
jaringan internet.
15. Penyampaian E-SPT dapat dilakukan secara cepat dan
aman karena lampiran dapat dalam bentuk CD/Flashdisk.
16. Dengan adanya E-SPT, data perpajakan Wajib Pajak dapat
terorganisasi dengan baik dan sistematis
17. Sistem E-SPT meminimalisir kesalahan yang sering terjadi
dalam pengisian dan perhitungan secara manual
18 Sistem E-SPT memberikan kemudahan dalam laporan
pajak.
19 Data-data yang disampaikan melalui E-SPT lebih lengkap
dan sistematis karena penomoran formulir menggunakan
sistem komputer.
20 E-SPT merupakan aplikasi yang ramah lingkungan, karena
tidak boros kertas.
Nomor 21-25 merupakan pernyataan mengenai kepatuhan anda selaku
Pengusaha Kena Pajak. Pilihlah jawaban dibawah ini sesuai dengan yang telah anda
lakukan.
No. Item Pernyataan SS S RG TS STS
21 Selaku Pengusaha Kena Pajak, saya selalu membayar Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) setiap akhir bulan, bulan
berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak
22 Selaku Pengusaha Kena Pajak, saya selalu melaporkan SPT
Masa PPN setiap akhir bulan, bulan berikutnya setelah
berakhirnya Masa Pajak
23 Selaku Pengusaha Kena Pajak, saya tidak pernah
mempunyai tunggakan pajak kecuali telah memperoleh izin
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
No. Item Pernyataan SS S RG TS STS
24 Selaku Pengusaha Kena Pajak, saya tidak pernah
mendapatkan surat teguran baik karena sanksi maupun
tunggakan pajak
25 Aplikasi E-SPT dan E-Faktur memberikan saya kemudahan









X1. 1 X1. 2 X1. 3 X1. 4 X1. 5 X1.  6 X1. 7 X1. 8 X1. 9 X1. 10
1 PR 0 5 2 2 5 4 4 4 4 4 4 38
2 PR 0 5 2 2 4 4 3 4 4 4 4 36
3 PR 0 5 4 2 3 4 4 4 4 4 4 38
4 PR 0 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 46
5 PR 0 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 42
6 PR 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
7 PR 0 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41
8 PR 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
9 PR 0 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 39
10 PR 0 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39
11 PR 0 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39
12 PR 0 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 43
13 PR 0 5 4 3 5 4 4 5 5 5 5 45
14 PR 0 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 41
15 PR 0 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41
16 PR 0 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 42
17 PR 0 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 45
18 PR 0 5 5 2 5 4 4 4 5 4 4 42
19 PR 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
20 PR 0 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 42
21 PR 0 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 43
22 PR 0 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 48
23 PR 0 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 48
24 PR 0 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 41
25 PR 0 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41
26 PR 0 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 42
27 PR 0 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 42
28 PR 0 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 46
29 PR 0 4 4 2 4 3 4 5 2 4 4 36
30 PR 0 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41
31 PR 0 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 39




X1. 1 X1. 2 X1. 3 X1. 4 X1. 5 X1.  6 X1. 7 X1. 8 X1. 9 X1. 10
33 PR 0 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 40
34 PR 0 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 47
35 PR 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
36 PR 0 5 4 2 5 5 5 5 4 4 4 43
37 PR 0 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 41
38 PR 0 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 38
39 PR 0 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 38
40 PR 0 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 37
41 PR 0 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 36
42 LK 1 5 2 2 4 4 4 4 4 4 4 37
43 LK 1 5 4 2 5 4 4 4 4 4 4 40
44 LK 1 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 40
45 LK 1 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 34
46 LK 1 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 44
47 LK 1 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 47
48 LK 1 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 42
49 LK 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41
50 LK 1 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 43
51 LK 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49
52 LK 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
53 LK 1 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 47
54 LK 1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 48
55 LK 1 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 39
56 LK 1 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 44
57 LK 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41
58 LK 1 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 39
59 LK 1 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 46
60 LK 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
61 LK 1 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 44
62 LK 1 5 4 2 4 5 5 5 5 5 5 45
63 LK 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49
64 LK 1 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 38
65 LK 1 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 43
66 LK 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41
67 LK 1 4 4 2 5 3 4 4 5 4 4 39




X1. 1 X1. 2 X1. 3 X1. 4 X1. 5 X1.  6 X1. 7 X1. 8 X1. 9 X1. 10
69 LK 1 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 46
70 LK 1 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 46
71 LK 1 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 37
72 LK 1 4 4 3 5 4 4 5 4 4 3 40
73 LK 1 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 36
74 LK 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 38
75 LK 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 38
76 LK 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 38
77 LK 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 37
78 LK 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 38
79 LK 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
80 LK 1 4 5 2 4 5 4 4 5 4 4 41
81 LK 1 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 39
82 LK 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
83 LK 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 38
84 LK 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39
85 LK 1 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 35
86 LK 1 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 36




X2. 1 X2. 2 X2. 3 X2. 4 X2. 5 X2. 6 X2. 7 X2. 8 X2. 9 X2. 10
1 PR 0 5 4 2 5 4 4 4 4 4 5 41
2 PR 0 5 3 2 4 4 4 4 4 4 4 38
3 PR 0 5 4 2 4 4 4 4 4 4 5 40
4 PR 0 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 47
5 PR 0 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 42
6 PR 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
7 PR 0 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 42
8 PR 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
9 PR 0 5 4 2 4 4 4 4 4 4 5 40
10 PR 0 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41
11 PR 0 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41
12 PR 0 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 45
13 PR 0 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 47
14 PR 0 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 46
15 PR 0 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 44
16 PR 0 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 45
17 PR 0 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 44
18 PR 0 5 4 2 5 5 5 4 4 4 5 43
19 PR 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
20 PR 0 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 45
21 PR 0 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 48
22 PR 0 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49
23 PR 0 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 45
24 PR 0 5 4 3 5 5 5 4 4 4 5 44
25 PR 0 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 45
26 PR 0 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 45
27 PR 0 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 42
28 PR 0 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 45
29 PR 0 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 41
30 PR 0 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41
31 PR 0 5 4 2 4 4 4 4 3 4 3 37
32 PR 0 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 47
33 PR 0 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41
34 PR 0 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 46
35 PR 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40




X2. 1 X2. 2 X2. 3 X2. 4 X2. 5 X2. 6 X2. 7 X2. 8 X2. 9 X2. 10
37 PR 0 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 44
38 PR 0 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 38
39 PR 0 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 37
40 PR 0 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 38
41 PR 0 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 35
42 LK 1 5 4 2 4 3 4 4 4 4 5 39
43 LK 1 4 4 3 5 4 4 4 3 4 3 38
44 LK 1 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 41
45 LK 1 4 3 2 4 4 5 4 4 4 4 38
46 LK 1 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 45
47 LK 1 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 47
48 LK 1 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 46
49 LK 1 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 44
50 LK 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49
51 LK 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49
52 LK 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
53 LK 1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 48
54 LK 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41
55 LK 1 4 3 2 4 4 4 4 4 4 5 38
56 LK 1 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 46
57 LK 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39
58 LK 1 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 39
59 LK 1 5 3 4 5 5 5 4 5 3 3 42
60 LK 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
61 LK 1 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 45
62 LK 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41
63 LK 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
64 LK 1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 38
65 LK 1 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 41
66 LK 1 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 40
67 LK 1 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 47
68 LK 1 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 46
69 LK 1 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 47
70 LK 1 5 3 4 5 5 5 4 5 3 3 42
71 LK 1 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 30




X2. 1 X2. 2 X2. 3 X2. 4 X2. 5 X2. 6 X2. 7 X2. 8 X2. 9 X2. 10
73 LK 1 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 37
74 LK 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 39
75 LK 1 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 37
76 LK 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 39
77 LK 1 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 37
78 LK 1 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 37
79 LK 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
80 LK 1 5 4 2 5 4 4 4 5 4 3 40
81 LK 1 4 4 2 5 4 4 4 5 4 5 41
82 LK 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 38
83 LK 1 4 3 2 4 4 4 4 4 4 5 38
84 LK 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 38
85 LK 1 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 36
86 LK 1 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 35




Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
1 PR 0 4 4 4 4 4 20
2 PR 0 3 3 4 3 4 17
3 PR 0 4 4 4 2 5 19
4 PR 0 5 5 5 5 5 25
5 PR 0 4 4 4 4 5 21
6 PR 0 4 4 4 4 4 20
7 PR 0 4 4 4 4 5 21
8 PR 0 4 4 4 4 4 20
9 PR 0 4 4 4 4 5 21
10 PR 0 4 4 2 2 5 17
11 PR 0 4 4 2 2 5 17
12 PR 0 5 5 5 5 5 25
13 PR 0 5 5 5 5 5 25
14 PR 0 5 5 5 5 4 24
15 PR 0 4 4 5 5 5 23
16 PR 0 4 4 4 4 5 21
17 PR 0 5 5 5 5 5 25
18 PR 0 4 4 5 5 5 23
19 PR 0 4 4 4 4 4 20
20 PR 0 5 5 5 5 5 25
21 PR 0 4 4 4 4 5 21
22 PR 0 5 5 5 5 5 25
23 PR 0 4 5 5 5 5 24
24 PR 0 5 5 5 5 5 25
25 PR 0 5 5 5 5 5 25
26 PR 0 5 5 5 5 5 25
27 PR 0 4 4 4 5 5 22
28 PR 0 5 5 5 4 5 24
29 PR 0 3 3 2 3 5 16
30 PR 0 4 4 2 2 5 17
31 PR 0 4 4 4 4 4 20
32 PR 0 5 5 5 5 5 25
33 PR 0 4 4 2 2 5 17
34 PR 0 5 5 5 5 5 25




Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
36 PR 0 5 5 4 2 4 20
37 PR 0 4 4 5 4 5 22
38 PR 0 4 3 3 4 4 18
39 PR 0 4 4 4 3 4 19
40 PR 0 4 4 4 3 4 19
41 PR 0 4 4 3 3 4 18
42 LK 1 4 4 4 4 5 21
43 LK 1 4 5 4 4 4 21
44 LK 1 4 4 5 4 4 21
45 LK 1 4 4 4 4 5 21
46 LK 1 4 4 4 4 5 21
47 LK 1 5 5 4 4 5 23
48 LK 1 4 4 4 4 5 21
49 LK 1 4 4 4 4 5 21
50 LK 1 4 4 4 4 5 21
51 LK 1 5 5 5 5 5 25
52 LK 1 5 5 5 5 5 25
53 LK 1 4 4 4 4 5 21
54 LK 1 3 4 3 2 4 16
55 LK 1 4 4 4 4 5 21
56 LK 1 4 4 4 4 5 21
57 LK 1 4 4 4 4 4 20
58 LK 1 4 4 4 4 4 20
59 LK 1 5 4 3 4 5 21
60 LK 1 5 5 5 5 5 25
61 LK 1 4 4 4 4 5 21
62 LK 1 4 4 5 5 5 23
63 LK 1 5 5 5 5 5 25
64 LK 1 3 4 3 5 4 19
65 LK 1 4 4 4 4 4 20
66 LK 1 4 4 4 4 4 20
67 LK 1 3 5 4 4 4 20
68 LK 1 5 5 5 4 5 24
69 LK 1 5 4 5 4 5 23




Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
71 LK 1 5 5 4 3 3 20
72 LK 1 4 3 4 4 4 19
73 LK 1 4 4 4 4 4 20
74 LK 1 4 4 4 3 4 19
75 LK 1 4 4 4 4 4 20
76 LK 1 4 4 4 4 5 21
77 LK 1 4 4 4 4 4 20
78 LK 1 4 4 4 4 4 20
79 LK 1 4 4 4 4 4 20
80 LK 1 4 4 3 4 3 18
81 LK 1 4 4 4 4 5 21
82 LK 1 4 4 4 4 5 21
83 LK 1 4 4 4 3 5 20
84 LK 1 4 4 4 4 4 20
85 LK 1 4 4 4 4 4 20
86 LK 1 4 4 4 4 4 20
87 LK 1 5 5 5 5 5 25
LAMPIRAN 3
STATISTIK DESKRIPTIF
A. Statistik Deskriptif Variabel
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
E-Faktur 87 34,00 50,00 41,5287 3,92914
E-SPT 87 30,00 50,00 41,9655 4,23015
Gender 87 ,00 1,00 ,5287 ,50207
Kepatuhan PKP 87 16,00 25,00 21,1724 2,44572
Valid N (listwise) 87
B. Statistik Deskriptif Pernyataan
1. E-Faktur
Statistics
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10
N
Valid 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mean 4,5977 3,9885 3,3908 4,3218 4,2644 4,0575 4,2874 4,2414 4,1839 4,1954
Sum 400,00 347,00 295,00 376,00 371,00 353,00 373,00 369,00 364,00 365,00
X1.1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Setuju 35 40,2 40,2 40,2
Sangat Setuju 52 59,8 59,8 100,0
Total 87 100,0 100,0
X1.2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Tidak Setuju 5 5,7 5,7 5,7
Ragu-Ragu 7 8,0 8,0 13,8
Setuju 59 67,8 67,8 81,6
Sangat Setuju 16 18,4 18,4 100,0
Total 87 100,0 100,0
X1.3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Tidak Setuju 25 28,7 28,7 28,7
Ragu-Ragu 9 10,3 10,3 39,1
Setuju 47 54,0 54,0 93,1
Sangat Setuju 6 6,9 6,9 100,0
Total 87 100,0 100,0
X1.4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Ragu-Ragu 4 4,6 4,6 4,6
Setuju 51 58,6 58,6 63,2
Sangat Setuju 32 36,8 36,8 100,0
Total 87 100,0 100,0
X1.5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Ragu-Ragu 4 4,6 4,6 4,6
Setuju 56 64,4 64,4 69,0
Sangat Setuju 27 31,0 31,0 100,0
Total 87 100,0 100,0
X1.6
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Tidak Setuju 1 1,1 1,1 1,1
Ragu-Ragu 11 12,6 12,6 13,8
Setuju 57 65,5 65,5 79,3
Sangat Setuju 18 20,7 20,7 100,0
Total 87 100,0 100,0
X1.7
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Ragu-Ragu 1 1,1 1,1 1,1
Setuju 60 69,0 69,0 70,1
Sangat Setuju 26 29,9 29,9 100,0
Total 87 100,0 100,0
X1.8
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Tidak Setuju 1 1,1 1,1 1,1
Ragu-Ragu 2 2,3 2,3 3,4
Setuju 59 67,8 67,8 71,3
Sangat Setuju 25 28,7 28,7 100,0
Total 87 100,0 100,0
X1.9
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Setuju 71 81,6 81,6 81,6
Sangat Setuju 16 18,4 18,4 100,0
Total 87 100,0 100,0
X1.10
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Ragu-Ragu 1 1,1 1,1 1,1
Setuju 68 78,2 78,2 79,3
Sangat Setuju 18 20,7 20,7 100,0
Total 87 100,0 100,0
2. E-SPT
Statistics
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10
N
Valid 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mean 4,5977 3,8851 3,4368 4,3793 4,2644 4,3448 4,1379 4,2759 4,1724 4,4713
Sum 400,00 338,00 299,00 381,00 371,00 378,00 360,00 372,00 363,00 389,00
X2.1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Ragu-Ragu 1 1,1 1,1 1,1
Setuju 33 37,9 37,9 39,1
Sangat Setuju 53 60,9 60,9 100,0
Total 87 100,0 100,0
X2.2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Tidak Setuju 1 1,1 1,1 1,1
Ragu-Ragu 23 26,4 26,4 27,6
Setuju 48 55,2 55,2 82,8
Sangat Setuju 15 17,2 17,2 100,0
Total 87 100,0 100,0
X2.3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Tidak Setuju 22 25,3 25,3 25,3
Ragu-Ragu 12 13,8 13,8 39,1
Setuju 46 52,9 52,9 92,0
Sangat Setuju 7 8,0 8,0 100,0
Total 87 100,0 100,0
X2.4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Tidak Setuju 1 1,1 1,1 1,1
Ragu-Ragu 1 1,1 1,1 2,3
Setuju 49 56,3 56,3 58,6
Sangat Setuju 36 41,4 41,4 100,0
Total 87 100,0 100,0
X2.5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Ragu-Ragu 6 6,9 6,9 6,9
Setuju 52 59,8 59,8 66,7
Sangat Setuju 29 33,3 33,3 100,0
Total 87 100,0 100,0
X2.6
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Ragu-Ragu 2 2,3 2,3 2,3
Setuju 53 60,9 60,9 63,2
Sangat Setuju 32 36,8 36,8 100,0
Total 87 100,0 100,0
X2.7
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Ragu-Ragu 3 3,4 3,4 3,4
Setuju 69 79,3 79,3 82,8
Sangat Setuju 15 17,2 17,2 100,0
Total 87 100,0 100,0
X2.8
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Tidak Setuju 1 1,1 1,1 1,1
Ragu-Ragu 3 3,4 3,4 4,6
Setuju 54 62,1 62,1 66,7
Sangat Setuju 29 33,3 33,3 100,0
Total 87 100,0 100,0
X2.9
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Ragu-Ragu 3 3,4 3,4 3,4
Setuju 66 75,9 75,9 79,3
Sangat Setuju 18 20,7 20,7 100,0
Total 87 100,0 100,0
X2.10
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Ragu-Ragu 6 6,9 6,9 6,9
Setuju 34 39,1 39,1 46,0
Sangat Setuju 47 54,0 54,0 100,0
Total 87 100,0 100,0
3. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
Statistics
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
N
Valid 87 87 87 87 87
Missing 0 0 0 0 0
Mean 4,2299 4,2414 4,1034 4,0115 4,5862
Sum 368,00 369,00 357,00 349,00 399,00
Y1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Ragu-Ragu 5 5,7 5,7 5,7
Setuju 57 65,5 65,5 71,3
Sangat Setuju 25 28,7 28,7 100,0
Total 87 100,0 100,0
Y2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Ragu-Ragu 4 4,6 4,6 4,6
Setuju 58 66,7 66,7 71,3
Sangat Setuju 25 28,7 28,7 100,0
Total 87 100,0 100,0
Y3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Tidak Setuju 5 5,7 5,7 5,7
Ragu-Ragu 7 8,0 8,0 13,8
Setuju 49 56,3 56,3 70,1
Sangat Setuju 26 29,9 29,9 100,0
Total 87 100,0 100,0
Y4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Tidak Setuju 7 8,0 8,0 8,0
Ragu-Ragu 8 9,2 9,2 17,2
Setuju 49 56,3 56,3 73,6
Sangat Setuju 23 26,4 26,4 100,0
Total 87 100,0 100,0
Y5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Ragu-Ragu 2 2,3 2,3 2,3
Setuju 32 36,8 36,8 39,1
Sangat Setuju 53 60,9 60,9 100,0
Total 87 100,0 100,0
4. Gender
Gender
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid
Perempuan 41 47,1 47,1 47,1
Laki-Laki 46 52,9 52,9 100,0






X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 E-Faktur
X1.1
Pearson Correlation 1 ,253* ,281** ,432** ,493** ,459** ,396** ,320** ,389** ,433** ,621**
Sig. (2-tailed) ,018 ,008 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
X1.2
Pearson Correlation ,253* 1 ,459** ,303** ,283** ,455** ,318** ,367** ,345** ,354** ,643**
Sig. (2-tailed) ,018 ,000 ,004 ,008 ,000 ,003 ,000 ,001 ,001 ,000
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
X1.3
Pearson Correlation ,281** ,459** 1 ,276** ,375** ,405** ,327** ,276** ,327** ,371** ,673**
Sig. (2-tailed) ,008 ,000 ,010 ,000 ,000 ,002 ,010 ,002 ,000 ,000
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
X1.4
Pearson Correlation ,432** ,303** ,276** 1 ,370** ,350** ,430** ,349** ,312** ,366** ,598**
Sig. (2-tailed) ,000 ,004 ,010 ,000 ,001 ,000 ,001 ,003 ,000 ,000
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
X1.5
Pearson Correlation ,493** ,283** ,375** ,370** 1 ,514** ,558** ,450** ,431** ,481** ,703**
Sig. (2-tailed) ,000 ,008 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
X1.6
Pearson Correlation ,459** ,455** ,405** ,350** ,514** 1 ,690** ,405** ,536** ,531** ,769**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
X1.7
Pearson Correlation ,396** ,318** ,327** ,430** ,558** ,690** 1 ,440** ,647** ,574** ,745**
Sig. (2-tailed) ,000 ,003 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
X1.8
Pearson Correlation ,320** ,367** ,276** ,349** ,450** ,405** ,440** 1 ,551** ,590** ,662**
Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,010 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
X1.9
Pearson Correlation ,389** ,345** ,327** ,312** ,431** ,536** ,647** ,551** 1 ,760** ,718**
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,002 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
X1.10
Pearson Correlation ,433** ,354** ,371** ,366** ,481** ,531** ,574** ,590** ,760** 1 ,749**
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
E-Faktur
Pearson Correlation ,621** ,643** ,673** ,598** ,703** ,769** ,745** ,662** ,718** ,749** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
2. E-SPT
Correlations
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 E-SPT
X2.1
Pearson Correlation 1 ,522** ,429** ,559** ,437** ,518** ,353** ,411** ,342** ,342** ,686**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,001 ,001 ,000
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
X2.2
Pearson Correlation ,522** 1 ,533** ,346** ,426** ,497** ,556** ,397** ,573** ,424** ,752**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
X2.3
Pearson Correlation ,429** ,533** 1 ,391** ,458** ,482** ,437** ,466** ,378** ,253* ,730**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,018 ,000
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
X2.4
Pearson Correlation ,559** ,346** ,391** 1 ,672** ,602** ,392** ,515** ,319** ,337** ,712**
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,001 ,000
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
X2.5
Pearson Correlation ,437** ,426** ,458** ,672** 1 ,576** ,590** ,503** ,392** ,390** ,757**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
X2.6
Pearson Correlation ,518** ,497** ,482** ,602** ,576** 1 ,349** ,445** ,327** ,385** ,729**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,002 ,000 ,000
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
X2.7
Pearson Correlation ,353** ,556** ,437** ,392** ,590** ,349** 1 ,579** ,688** ,356** ,721**
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,001 ,000
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
X2.8
Pearson Correlation ,411** ,397** ,466** ,515** ,503** ,445** ,579** 1 ,553** ,308** ,719**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
X2.9
Pearson Correlation ,342** ,573** ,378** ,319** ,392** ,327** ,688** ,553** 1 ,479** ,686**
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,003 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
X2.10
Pearson Correlation ,342** ,424** ,253* ,337** ,390** ,385** ,356** ,308** ,479** 1 ,595**
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,018 ,001 ,000 ,000 ,001 ,004 ,000 ,000
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
E-SPT
Pearson Correlation ,686** ,752** ,730** ,712** ,757** ,729** ,721** ,719** ,686** ,595** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
3. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
Correlations
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Kepatuhan PKP
Y1
Pearson Correlation 1 ,737** ,548** ,433** ,328** ,775**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,002 ,000
N 87 87 87 87 87 87
Y2
Pearson Correlation ,737** 1 ,590** ,446** ,232* ,770**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,031 ,000
N 87 87 87 87 87 87
Y3
Pearson Correlation ,548** ,590** 1 ,738** ,214* ,864**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,047 ,000
N 87 87 87 87 87 87
Y4
Pearson Correlation ,433** ,446** ,738** 1 ,245* ,820**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,022 ,000
N 87 87 87 87 87 87
Y5
Pearson Correlation ,328** ,232* ,214* ,245* 1 ,495**
Sig. (2-tailed) ,002 ,031 ,047 ,022 ,000
N 87 87 87 87 87 87
Kepatuhan PKP
Pearson Correlation ,775** ,770** ,864** ,820** ,495** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 87 87 87 87 87 87
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).








Cronbach's Alpha N of Items
,879 10
3. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
Reliability Statistics

















Asymp. Sig. (2-tailed) ,403
a. Test distribution is Normal.









a. Dependent Variable: Kepatuan PKP
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
Durbin-Watson
1 ,696a ,484 ,465 1,78834 2,098
a. Predictors: (Constant), Gender, E-Faktur, E-SPT





Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 1,977 1,303 1,517 ,133
E-Faktur -,047 ,052 -,166 -,908 ,366
E-SPT ,036 ,048 ,139 ,759 ,450
Gender -,392 ,243 -,177 -1,610 ,111






Cases < Test Value 43
Cases >= Test Value 44
Total Cases 87
Number of Runs 47
Z ,541




A. Analisis Regresi Linear Berganda
Model Summary
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,693a ,480 ,468 1,78397
a. Predictors: (Constant), E-SPT, E-Faktur
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1
Regression 247,079 2 123,539 38,818 ,000b
Residual 267,335 84 3,183
Total 514,414 86
a. Dependent Variable: Kepatuhan PKP
b. Predictors: (Constant), E-SPT, E-Faktur
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 3,019 2,096 1,441 ,153
E-Faktur ,182 ,081 ,292 2,232 ,028
E-SPT ,253 ,076 ,437 3,338 ,001
a. Dependent Variable: Kepatuhan PKP
B. Analisis Regresi Moderasi
Model Summary
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,804a ,646 ,624 1,49996
a. Predictors: (Constant), X2_M, Zscore:  Gender, Zscore:  E-Faktur,
X1_M, Zscore:  E-SPT
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1
Regression 332,174 5 66,435 29,528 ,000b
Residual 182,240 81 2,250
Total 514,414 86
a. Dependent Variable: Kepatuan PKP
b. Predictors: (Constant), X2_M, Zscore:  Gender, Zscore:  E-Faktur, X1_M, Zscore:  E-SPT
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 19,442 ,327 59,478 ,000
Zscore:  E-Faktur ,778 ,276 ,318 2,821 ,006
Zscore:  E-SPT 1,141 ,279 ,467 4,088 ,000
Zscore:  Gender -,259 ,169 -,106 -1,535 ,129
X1_M ,725 ,358 ,213 2,026 ,046
X2_M ,713 ,340 ,222 2,098 ,039
a. Dependent Variable: Kepatuan PKP
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